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Abstrak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14
Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru menyatakan bahwa
penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
menerapkan sistem zonas yang ditunjukkan agar tidak ada lagi anggapan tentang
sekolah favorit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta
didik baru di SMP Negeri 16 Medan sudah terlaksana dengan baik, tujuan dan
sasaran sudah tercapal dan sudah melalui sosialisas dari Dinas Pendidikan Kota
Medan. Prosedur penerimaan peserta didik baru ini menggunakan sistem online
(daring) yang pelaksanaannya diawasi oleh guru-guru SMP Negeri 16 Medan.
Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini masih ada beberapa kendala
yaitu ketidaktahuan siswa dan orangtua siswa yang belum mengerti dengan sistem
zonasi dan belum pahamnya dengan pendaftaran melalui online. Keberadaan
tenaga pendidik belum cukup memadai dan sarana prasarana sudah terpenuhi akan
tetapi masih belum cukup memadai. Hasil yang didapat adalah dalam penerimaan
peserta didik tersebut masyarakat sekitar dengan radius jarak rumah terdekat
dengan jarak sekolah, yang menyebabkan tidak semua siswa yang berada
dilingkungan tersebut memiliki nilai yang tinggi dan akan mempengaruhi proses
belgjar. Dalam penergpan sistem zonas ini masyarakat merasakan adanya
kebaikan yaitu tidak adanya biaya yang banyak untuk mendapatkan akses
pendidikan. Untuk SMP Negeri 16 Medan ini walaupun sudah ada sistem zonasi
jumlah peserta didik yang diterima semakin menurun.

Kata Kunci : Implementas, Penerimaan Peserta Didik Baru, Pemerataan
Pendidikan, Zonas
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses
pendidikan tidak dapat dipisashkan dari proses pembangunan itu sendiri.
Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi Negara yang
sedang membangun ditentukan oleh maju tidaknya pendidikan. Hal ini membuat
peran pendidikan dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesa merupakan suatu sistem
Pendidikan Nasional yang diatur secara sistematis dan terencana. Diharapkan
dengan adanya pendidikan masyarakat mampu terbebas dari belenggu buta huruf,
kebodohan, keterbelakangan dan kelemahan. Pendidikan juga berperan dalam
penyampaian informas keilmuan yang menjadikan masyarakat mengetahui,
mengerti, memahami dan memiliki wawasan yang luas.

Pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa dan kemajuan bangsa, oleh karena itu setiap warga negara diberikan
kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan. Pemerintah berkewajiban
memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna
meningkatkan kualitas hidup bangsa sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal,
non-formal dan informal. Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai

jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan



peserta didik baru adalah proses seleks yang akan menentukan siswa yang
diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan dengan objektif,
akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong
peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan.

Salah satu upaya dari pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan
adalah pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik
baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun
2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang didalam
Permendikbud tersebut diatur mengenai sistem zonasi yang diterapkan sekolah
dalam menerima calon peserta didik baru. Dalam Permendikbud ini, sekolah yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang
berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90%
(sembilan puluh persen) dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili
calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang
diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona
terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan jumlah
ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut. Untuk sekolah yang berada di
wilayah perbatasan provins atau kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius
zona terdekat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar
pemerintah daerah yang berbatasan tersebut.

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 mulai diterapkan pada gjaran baru
tahun 2018 bulan Juli. Salah satu sekolah yang menerapkan Permendikbud

tersebut adalah SMP Negeri 16 Medan. Namun pada kenyataannya di SMP



Negeri 16 Medan kurang diminati masyarakat dan bukan merupakan sekolah
favorit. Berdasarkan data yang diperoleh tiga tahun terakhir dapat dilihat pada
tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Siswa Baru SMPN 16 M edan

Tahun Ajaran Jumlah Siswayang Diterima
2015/2016 270
2016/2017 274
2017/2018 251

Sumber : Data SMP Negeri 16 Medan

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa dalam penerimaan peserta
didik baru di SMP Negeri 16 Medan mengalami kenailkan dan penurunan,
penurunan pun terjadi pada saat penerimaan peserta didik baru tahun garan
2018/2019, calon peserta didik baru yang diterima sebanyak 224 orang.

SMP Negeri 16 Medan juga memiliki masalah dalam hal kurangnya
jumlah guru dalam proses belajar mengagjar (PBM), kurangnya sarana dan
prasarana yang dibutuhkan dalam proses belgjar mengajar (PBM) itu seperti
kurangnya sarana komputer yang belum cukup memadai dan perpustakaan yang
masih menggunakan sistem manual.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran pel aksanaan
sistem zonas dalam rangka pemerataan pendidikan dalam hal sarana-prasarana
yang mendukung, tenaga pendidik yang memadai dan akses pendidikan
khususnya di SMP Negeri 16 Medan.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik melakukan

penelitian mengenai pemerataan pendidikan dengan judul : “Implementas



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Rangka Pemerataan Pendidikan Di SMP
Negeri 16 Medan”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang paling penting dilakukan sehingga
peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui
arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikgji atau dibahas
didalam suatu penelitian.

Berdasarkan masalah yang telah di uraikan dapat dirumuskan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “ Bagaimana Implementas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru Dalam Rangka Pemerataan Pendidikan Di SMP Negeri 16
Medan?’.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam
maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatas
variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatas masalah yang hanya berkaitan
dengan sarana prasarana, tenaga pendidik dan akses terhadap pendidikan yang
merata di SMP Negeri 16 Medan.

1.4  Tujuan Penelitian

Setiap pendlitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak

dicapai.Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

Bagaimana Implementas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor



14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Rangka

Pemerataan Pendidikan Di SMP Negeri 16 Medan.

15

M anfaat Penedlitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapkan agar penelitian

tersebut member manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini

adalah:

16

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti tentang
Implementas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14
Tahun 2018 dalam rangka pemerataan pendidikan di SMP Negeri 16
Medan.

Secara Akademis, pendlitian ini diharapkan dapat memberikan kontribus
dan memperkaya khasanah penelitian dan sumber bacaan di lingkungan

FISIP UMSU, khususnya di bidang Ilmu Administras Publik.

. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

bagi pihak sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri
16 Medan.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten.

Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secarateratur dan sistematis, maka

dibuat sistematika penulisan yaitu sebagai berikut :

BAB | : PENDAHULUAN



Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masaah, Tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB Il : URAIAN TEORITIS
Bab ini menjelaskan tentang teori yang melandas penelitian yang akan
mengurai  pengertian implementasi, pengertian kebijakan, pengertian
kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan publik, pengertian
pendidikan, pengertian penerimaan peserta didik baru, pengertian
pemerataan pendidikan dan kebijakan pendidikan.

BAB Il : METODE PENELITIAN
Bab ini terdiri dari Metode Pendlitian, Teknik Analisis Data, Definis
Konsep, Kerangka Konsep, Kategorisasi, Lokas dan Waktu Penelitian dan
Narasumber.

BAB IV : ANALISISDATA DAN HASIL PENELITIAN
Bab ini menguraikan data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti
dapat memberikan interpretas atas permasal ahan yang akan diteliti.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN



BAB I1
URAIAN TEORITIS
21 Implementas Kebijakan Publik
2.1.1 Pengertian Implementas

Menurut Jones dalam Mulyadi (2016:45) implementas adalah proses
mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Tujuan kebijakan adalah
melakukan intervensi, sedangkan implementasi adalah tindakan intervens itu
sendiri. Dalam implementas sebuah kebijakan akan melibatkan usaha dari policy
makers untuk mempengaruhi street level (Lipsky) untuk memberikan pelayanan
atau mengatur perilaku target group. Banyak orang beranggapan bahwa setelah
kebijakan public disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya
kebijakan itu dapat dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti
yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

Menurut Wahab (2005:135) merumuskan proses implementasi sebagai
tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat atau
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan
yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Susilo (2007:174) menyatakan implementasi merupakan suatu
penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovas dalam suatu tindakan praktis
sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan,
maupun nilai dan sikap.

Menurut Winarno (2010:149) juga memberikan pandangan tentang

implementas dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementas



adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan yang
telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan
adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah
yang mempunyai tujuan, maka Islamy (2003:20) menguraikan beberapa elemen
penting dalam kebijakan publik, yaitu :

a. Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-
tindakan pemerintah.

b. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam
bentuk nyata.

c. Kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan
sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.

d. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh
anggota masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Aulia, 2018:60) keberhasilan
implementas  kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan
sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting
dalam menentukan keberhasilan suatu implementas kebijakan. Setiap tahap
implementas menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai
dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara
apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi

perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.



Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa
implementasi adalah bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana
dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk
mencapal tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementas tidak berdiri sendiri
tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

2.1.2 Pengertian Kebijakan

Menurut Winarno (2010:21) menjabarkan bahwa kebijakan merupakan
arah tindakan yang mempunya maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau
sgjumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep
kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang
sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.
Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang
merupakan pilihan diantara berbagai aternatif.

Menurut Dye (2005:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan
atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan
dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang
baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan
berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan,
walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah
letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut Tahir (2014:12) kebijakan adalah suatu tindakan yang
mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk

memecahkan suatu masal ah.



Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin dalam Mulyadi
(2016:38) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan :

a. Kebijakan Umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk
pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif melipuiti
keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

b. Kebijakan Pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum.
Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-
undang.

c. Kebijakan Teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah
kebijakan pelaksanaan.

Dapat dismpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang
mempunyal hubungan satu dengan yang lainnya dan kebijakan adalah suatu
strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapal satu
tujuan.Didalam pilihan itu juga termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tidak
mengerjakan itu semua tergantung manfaat dan kerugiannya.

2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Winarno (2010:29) berpendapat bahwa kebijakan
publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak
dilakukan. Walaupun batasan-batasan yang diberikan Dye ini dianggap agak
tepat, namun batas ini tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang
diputuskan oleh pemerintah. Disamping itu konsep ini mencakup tindakan-
tindakan, seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisens. Dimana

suatu tindakan yang sebenarnya diluar dominan kebijakan publik.



Menurut Abidin (2012:07) kebijakan publik adalah kebijakan dari
pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan “what government do or not to do”
kebijakan dari pemerintahlah yang dapat memaksa masyarakat untuk
mematuhinya.

Menurut Winarno dalam Munadi (2017:17) adalah kebijakan yang
dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah
yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor, bukan pemerintah.

Mengenai kebijakan publik, Wahab (2014:20) mengemukakan bahwa :

1. Kebijakan Publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan
mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekedar sebagai bentuk perilaku atau
tindakan menyimpang yang serba acak (at random), asal-asalan, dan serba
kebetulan.

2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait
dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-
pejabat pemerintah, dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri
sendiri.

3. Kebijakan itu iaah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-
bidang tertentu.

4. Kebijakan Publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam
bentuk yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa
bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi
penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuk yang negatif, ia

kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk



tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masaah-
masalah dimana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat
diperlukan.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat dismpulkan
sebagal serangkaian kegiatan yang terarah, sadar, dan terukur yang dilakukan oleh
pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang
tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu sehingga untuk efektivitas kebijakan
publik diperlukan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

2.1.4 Unsur-Unsur Kebijakan

Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses akan
terdapat tahapan-tahapan identifikass masalah dan tujuan, formulas akan
pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari segi struktur terdapat beberapa unsur kebijakan menurut Abidin

(2012:25), yaitu :

a Unsur Pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan
dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada
kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyal uraian yang
sama tentang tujuan.

b. Unsur Kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam
kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat
menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada
artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah

kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar.



c. Unsur Ketiga, tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua
sebab, yakni pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu
golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat
pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.

d. Unsur Keempat, dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul
sebagal pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan
akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang
diperhitungkan dalam suatu kebijakan.

e. Unsur Kelima, sarana dan alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan
dengan menggunakan sarana. Beberapa dari sarana ini antara lain, kekuasaan,
insentif, pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu
sendiri.

2.1.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi(2016:57) merumuskan
implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan
dalam serangkaian keputusan sebelumnya.Tindakan-tindakan ini  mencakup
usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan
operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan
usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang
ditetapkan oleh keputusan-keputusan.

Menurut Subarsono (2010:87) implementasi kebijakan publik merupakan

kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah.Setelah sebuah



kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar
kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan.Implementas dari suatu program
melibatkan upaya-upaya policy maker untuk mempengaruhi perilaku birokrasi
pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok
sasaran.

Berdasarkan penjelasan diatas, Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa
implementas kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang
dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara
perumusan kebijakan dan evaluas kebijakan

Dari definis diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri
dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan dari
hasi| kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementas merupakan suatu
proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan merupakan suatu aktifitas
atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai
dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementas
kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil
akhir (output) yaitu tercapal atau tidaknya suatu tujuan yang ingin diraih.

2.1.6 Faktor-faktor Pendukung I mplementasi K ebijakan Publik

Widodo (2011:96) mengajukan 4 (empat) faktor yang berperan penting

dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik, diantaranya :
a. Komunikas
Komunikas merupakan proses penyampaian informas dari komunikator

kepada komunikan. Sementara itu menurut Widodo (2011:97) komunikas



kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informas kebijakan dari

pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

. Sumber Daya

Widodo (2011:98) mengemukakan bagaimanapun jelas dan konsistensinya

ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya

penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para

pelaksana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan public

tersebut tidak akan efektif. Adapun yang mempengaruhi sumberdaya sendiri

terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya :

1)

2)

3)

4)

Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia berhubungan dengan keterampilan,
dedikasi, profesionalitas dan kompetens dibidangnya.Sedangkan kuantitas
berhubungan dengan jumlah sumber daya manusia.

Anggaran

Anggaran berhubungan dengan ketersediaan modal dalam pencapaian
suatu kebijakan.

Fasilitas

Fasilitas yang dimaksud disini seperti gedung, tanah dan peralatan
perkantoran yang akan menunjang keberhasilan implementas suatu
program kebijakan.

Informasi dan Kewenangan

Informas yang relevan dan cukup terkait  bagaimana

mengimplementasikan suatu kebijakan.Sedangkan kewenangan berperan



dalam meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan
sesuai dengan yang dikehendaki.
c. Perilaku
Sikap maupun karakteristik dari pelaksana kebijakan akan sangat
berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan. Implementator yang
memiliki sikap baik akan dapat menjaankan kebijakan sesuai dengan yang
diharapkan, namun tidak jika sebaliknya.
d. Struktur Birokras
Aspek struktur organisas memiliki dua hal yaitu mekanisme dan struktur
birokrasi.Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah memiliki
standar operation procedur (SOP). SOP merupakan pedoman bagi setiap
implementator dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak lari dari
tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokras yang terlalu panjang dan
terfragmentas akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan
prosedur birokras yang rumit dan komplek yang akan menyebabkan aktifitas
organisas tidak fleksibel.
2.1.7 Pengertian Pelayanan Publik
Menurut Kotler dalam Sinambela (2014:4) pelayanan adalah setiap
kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara
fisik.
Menurut Sampara dalam Sinambela (2014:5) pelayanan adalah suatu

kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaks langsung antar



seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan
pelanggan.

Pelayanan publik menurut Sinambela adalah pemberian layanan
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyal kepentingan pada
organisasl itu sesual dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Selanjutnya menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 dalam
Sinambela (2014:5) publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
oleh penyelenggara pelayanan publik sebagal upaya pemenuhan kebutuhan
penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Selanjutnya, Ftzsmmons dan Ftzsmmons dalam Sinambela (2014:7)
berpendapat terdapat lima (5) indikator pelayanan publik, yaitu Reliability yang
ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar; Tangibles yang ditandai
dengan penyediaan yang memada sumber daya manusia dan sumber daya
lainnya; Responsiveness, yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen
dengan cepat; Assurance, yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika mora
dalam memberikan layanan, dan Empati, yang ditandai tingkat kemauan untuk
mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan
kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara.

2.1.8 Kualitas Pelayanan Publik



Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala
sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the
needs of costumers).

Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun yang
lebih strategis oleh Gaspersz dalam Sinambela (2014;6) mengemukakan bahwa
pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok :

1. Kualitas terdiri atas sgjumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan
langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan
dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk.

2. Kudlitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau
kerusakan.

Agar pelayanan yang diberikan berkualitas tentu sgja kedua kualitas dimaksud
harus terpenuhi. Negara berkembang umumnya tidak dapat memenuhi kedua
kualitas tersebut sehingga pelayanan publiknya menjadi kurang memuaskan.

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan
masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang
tercermin dari :

1. Transparang, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses
oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta
mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.



3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondis dan kemampuan
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip
efisens dan efektivitas.

4. Partigipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspiras,
kebutuhan, dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminas dilihat dari
aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status social dan lain-
lain.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan
aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

2.2  Konsep Pendidikan

2.2.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau
kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran
dan pelatihan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991).

Mudyahardjo dalam Mustari (2014:6) menyatakan pendidikan adalah
segala pengalaman belgar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan
sepanjang hidup serta pendidikan dapat diartikan sebaga penggjaran yang
diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.

Menurut Edgar Dalle dalam Hafid dkk (2014:29) pendidikan adalah usaha
sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan

bimbingan, pembelgjaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar



sekolah sepanjang hayat untuk mempersigpkan peserta didik agar dapat
mempermainkan peranan dalam berbagal lingkungan hidup secara tetap untuk
masa yang akan datang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha manusia (penddik)
untuk membimbing anak-anak didik menuju manusia dewasa sebagal proses
mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia yang mampu hidup
mandiri didalam lingkungan alam sekitar dimanaindividu itu berada.

2.2.2 Pengertian Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dasar, baik
dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara
efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan faktor-faktor input agar
menghasilkan output yang setinggi-tingginya. Seperti yang telah kita ketahui,
kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk.Hal ini terbukti dari kualitas
guru, sarana belgjar, dan murid-muridnya.

2.2.3 Faktor-faktor yang M empengar uhi Kualitas Pendidikan

[Imu pendidikan mengemukakan beberapa macam faktor yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Para ahli pendidikan membagi beberapa
faktor pendidikan tersebut, diantaranya :

a. Faktor Pendidik
Menurut Amri (2013:7) pendidik adalah orang yang bertanggung jawab
terhadap pendidikan atau kedewasaan seorang anak.Jadi sebenarnya seseorang
disebut pendidik itu karena memiliki peran serta tanggung jawab terhadap

peserta didik untuk dapat mendidik seorang anak.



b. Faktor Anak Didik
Menurut Amri (2013:9) sifat khas peserta didik ditemukan sebagai berikut:

1) Anak didik adalah seseorang yang belum dewasa atau belum memperoleh
kedewasaan. lamasih menjadi tanggung jawab seorang pendidik tertentu.

2) Anak didik adalah yang sedang berkembang, segjak ia lahir sampai
meninggal, dan anak akan mengalami perkembangan anak baik
perkembangan jiwa dan mental, pengetahuan dan pengawasan diri
terhadap lingkungan sosialnya. Untuk itu maka setiap pendidik harus
mengerti betul perkembangan kejiwaan anak.

3) Dasar hakiki anak didik adalah dapat di didik dan harus di didik. Amri
(2013:9) menyatakan anak hakikatnya adalah makhluk yang dapat di
didik, karena anak mempunyai bakat dan disposisi-disposis yang
memungkinkan pendidikan dan anak harus didik karena hakikatnya anak
memiliki benih-benih sebagal makhluk susila tanpa pendidikan anak didik
tidak mungkin memiliki pribadi susila.

c. Faktor Tujuan
Tujuan pendidik adalah faktor utama yang harus diperhatikan,
dipergunakan oleh setigp pendidik yang akan melaksanakan kegiatan
pendidikan. Ada dua faktor dari tujuan pendidikan diantaranya :
1) Hakikat tujuan pendidikan

2) Macam-macam tujuan pendidikan



a) Tujuan umum, tujuan umum ini juga disebut tujuan akhir atau tujuan
keseluruhan yang sudah lengkap mau dibawa kemana pendidikan ini
diselenggarakan.

b) Tujuan khusus, tujuan ini adalah pengkhususan dari tujuan umum
dikarenakan untuk menuju kepada kondis umum, perlu adanya tujuan
khusus yang akan disesuaikan dengan kondis dan situas tertentu,
seperti :

1) Cita-cita pembangunan suatu masyarakat atau bangsa
2) Tugas suatu badan atau lembaga pendidik

3) Bakat dan kemampuan anak didik

4) Kesanggupan-kesanggupan yang ada pada pendidik
5) Tingkat pendidik, dan sebagainya

¢) Tujuan seketika, dimana tujuan ini dikarenakan timbul secara
kebetulan atau mendadak dan hanya bersifat sesaat.

d) Tujuan sementara, tujuan ini merupakan tujuan pendidikan yang
dicapai anak didik pada setiap fase perkembangan, contohnya anak
dapat berhitung dan menjaga kebersihan dirinya.

e) Tujuan tidak lengkap, tujuan ini erat hubungannya dengan aspek
pendidikan yang akan membentuk aspek kepribadian manusia.

f) Tujuan perantara, merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan
yang lain.

d. Faktor Alat



Menurut Amri (2013:14) yang dimaksud faktor alat ialah segala sesuatu
yang secara langsung membantu terlaksananya pendidikan.

Menurut Amri (2013:15) alat pendidikan terbagi atas dua golongan,yaitu :

1) Alat pendidikan preventif yaitu alat yang bersifat pencegahan yang
bertujuan untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran
proses pel aksanaan atau pencapaian tujuan pendidikan.

2) Alat pendidik refresif yang sering disebut alat pendidikan kuratif atau alat
pendidik korektif. Alat pendidikan ini digunakan manakala anak
melakukan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan-
peraturan atau anak melanggar ketentuan yang berlaku.

e. Faktor Lingkungan
Ki Hadjar Dewantara membagi faktor lingkungan menjadi tiga bagian,
yang terkenal dengan istilah TRI PUSAT PENDIDIKAN vyaitu tiga pusat

pendidikan diantaranya : 1) Lingkungan keluarga; 2) Lingkungan sekolah; 3)

Lingkungan masyarakat organisas pemuda.

2.24 Landasan dan Asas Pendidikan
a Landasan Pendidikan

Menurut Sukarjo dalam Anwar Hafid dkk (2014:58) ada beberapa landasan

pendidikan yang selamaini telah dipedomani dalam dunia pendidikan yaitu :

1) Landasan Filosofis, merupakan landasan yang berkaitan dengan hakikat
pendidikan, misanya apakah itu pendidikan, mengapa pendidikan
diperlukan, dan apa tujuan pendidikan ? Pembahasan tersebut berkaitan

dengan pandangan filosofis tertentu. Flsafat menelaah sesuatu secara



2)

3)

radikal sampal secara detail, menyeluruh dan konseptual, yang
menghasilkan konsep mengena kehidupan dan dunia. Landasan filosofis
terhadap pendidikan dikgi terutama melalui filsafat pendidikan, yang
mengkaji pendidikan dari sudut filsafat. Misalnya, mungkinkah
pendidikan diberikan kepada manusia, apakah pendidikan bukan
merupakan keharusan. Kemungkinan pendidikan diberikan kepada
manusia bahkan harus diberikan, berkaitan dengan pandangan mengenal
hakikat manusia. Bahasan mengenai hakikat manusia sebagai mana
pertanyaan tersebut, dapat dijawab melalui kgjian filosofis.

Landasan Sosiologis, sosiologis pendidikan merupakan analisis ilmiah
tentang proses sosid dan pola-pola interaks sosial di dalam sistem
pendidikan. Ruang lingkup yang dipelgjari oleh sosiologi pendidikan
meliputi 4 bidang, yaitu : 1) Hubungan sistem pendidikan dengan aspek
masyarakat lain; 2) Hubungan manusia dengan pendidikan; 3) Pengaruh
pendidikan pada perilaku manusia, dan 4) Pendidikan dalam komunitas.
Kgjian sosiologis tentang pendidikan pada prinspnya mencakup semua
jaur pendidikan, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan di luar
sekolah (Sukarjo, 2009:23).

Landasan Kultural, kebudayaan tertentu diciptakan oleh orang di
masyarakat tertentu tersebut atau diambil oleh masyarakat tersebut dan
diwariskan melalui belgar/pengalaman terhadap generas berikutnya.
Kebudayaan seperti halnya sistem sosial di masyarakat merupakan kondis

esensial bagi perkembangan dan kehidupan orang. Proses dan is



4)

5)

pendidikan akan memberi bentuk kepribadian yang tumbuh dan pribadi-
pribadi inilah yang akan menjadi pendukung, pewaris, dan penerus
kebudayaan, secara ringkas melaui : 1) kebudayaan menjadi kondis
belgar; 2) kebudayaan memiliki daya dorong, daya rangsang adanya
respon-respon tertentu; 3) kebudayaan memiliki sistem ganjaran dan
hukuman terhadap perilaku tertentu sgalan dengan sistem nila yang
berlaku; dan 4) adanya pengulangan pola perilaku tertentu dalam
kebudayaan. Tanpa pendidikan maka budaya akan tertinggal.

Landasan Psikologis, pendidikan selalu terkait dengan aspek kejiwaan
manusia, sehingga pendidikan juga menggunakan landasan psikologis,
bahkan menjadi landasan yang sangat penting, karena yang digarap oleh
pendidikan hampir selalu berkaitan dengan aspek kejiwaan manusia
Ketika membahas hakikat manusia pun ada pandangan-pandangan
psikologik, seperti behaviorisme, humanism dan psikologi terdapat cukup
banyak.

Landasan Ilmiah dan Teknologi serta Seni, pendidikan dan IPTEKS
mempunyai kaitan yang sangat erat, karena IPTEKS merupakan salah satu
bagian dari sis pembelgaran, jadi pendidikan sangat penting dalam
rangka pewarisan atau transmis IPTEKS, sementara pendidikan itu sendiri
juga menggunakan IPTEKS sebagai media pendidikan. Pengembangan
dan pemanfaatan iptek pada umumnya ditempuh rangkaian kegiatan:
penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan teknologi dan

penerapan teknologi, serta diikuti dengan evaluasi ethis-politis-religius.



b. AsasPendidikan
Menurut Tirtarahardja dalam Hafid dkk (2014:63) asas pendidikan adalah :
1. Asas Tut Wuri Handayani
2. Asas Belgar Sepanjang Hayat
3. Asas Kemandirian dalam Belgjar
2.25 Urgens Manajemen Pendidikan

Daam ranah aktivitas, implementass mangemen terhadap pengelolaan
pendidikan haruslah berorientas pada efektivitas (ketepatgunaan) terhadap segala
aspek pendidikan baik dalam pertumbuhan, perkembangan, maupun keberkahan
(dalam perspektif syariah). Berikut ini merupakan urgensi manajemen terhadap
bidang manajemen pendidikan :

a. Manajemen Kurikulum

Menurut Ibrahim Bafadhal dalam Mustari (2014:57) mangemen
kurikulum pada tingkat kanak-kanak merupakan pengaturan semua kegiatan
belgar bak di ddam kelas maupun di luar kelas yang pelaksanaanya sudah
terorganisas dan terstruktur.Hal ini bertujuan agar seluruh kegiatan pengajaran
berjalan dengan efektif dan efisien.

Menurut Rusman (2009:3) manajemen kurikulum adalah sebagai suatu
sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik dan
sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum.

Menurut Sulthon Masyhud dalam Arifin dkk (2017:71) manajemen
kurikulum diartikan sebagal segenap upaya pengaturan dan pembinaan situas

belgjar-mengajar di sekolah agar terjamin kelancaran, efektifitas dan efisiens



kegiatan belgjar mengajar serta dapat menghasilkan output sesuai dengan target

yang diharapkan.

Dari uraian definiss mangemen kurikulum diatas dapat dismpulkan

manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar

pencapaian tujuan pembelgjaran dengan dititikberatkan pada usaha, meningkatkan

kualitas interaksi belajar mengajar.

1)

2)

3)

4)

Prinsip dan Fungs Manajemen Kurikulum ada 5 (lima), yaitu :
Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum
merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam mangemen
kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapal
hasil belgjar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam
manajemen kurikulum.

Demokratisas, pelaksanaan mang emen kurikulum harus berasaskan pada
demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada
posis yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung
jawab untuk mencapai tujuan kurikulum.

Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan
manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai
pihak yang terlibat.

Efektivitas dan efisiens, rangkaian dalam kegiatan manajemen kurikulum
harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiens untuk mencapal tujuan
kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan

hasi| yang berguna dengan biaya, tenaga dan waktu yang relatif singkat.



5) Mengarahkan vis, mis dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum,
proses mangemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan
visi, mis dan tujuan kurikulum.

b. Manajemen Peserta Didik

Pengertian Peserta Didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI
No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota
masyarakat yang berusaha mengembangkan potenss diri melalui  proses
pembelgaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai
dengan cita-cita dan harapan bangsa.

Menurut Mulyasa dalam Arifin dkk (2017:35) mangjemen peserta didik
adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta
didik, mula masuk sampa keluarnya peserta didik tersebut dari sekolah.
Manajemen peserta didik bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik,
melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasiona dapat
membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses
pendidikan di sekolah.

Menurut Suwardi (2017:98) manajemen peserta didik atau pupil personnel
administration adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan,
pengawasan, dan layanan peserta didik di kelas dan di luar kelas seperti:
pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan

kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah.



Menurut Eka Prihatin (2014:4) mangemen peserta didik dapat diartikan
sebagal usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut
masuk sekolah sampal dengan mereka lulus sekolah.

Tujuan mangemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan
peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelgjaran di
lembaga pendidikan (sekolah); lebih lanjut, proses pembelgaran di lembaga
tersebut (sekolah) dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat
memberikan kontribus bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan
secara keseluruhan.

Fungs manajemen peserta didik adalah sebagal wahana bagi peserta didik
untuk mengembangkan diri seoptima mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-
segi individualitasnya, segi sosial, aspiras, kebutuhan dan segi-segi potens
peserta didik lainnya.

c. Manajemen Sarana dan Prasarana

Menurut Arikunto & Y uliana dalam Mustari (2014:119) sarana pendidikan
adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang
bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjaan
dengan lancar, efektif dan efisien.

Menurut Bafadal dalam Hermino (2014:54) mengemukakan bahwa secara
sederhana mangjemen sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai proses
kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif

dan efisien.



Menurut Rugalyah dalam Mustari (2014:120), mangemen sarana dan
prasarana adalah kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh
sekolah dalam upaya menunjang seluruh kegiatan, baik kegiatan pembelgjaran
maupun kegiatan lain sehingga seluruh kegiatan berjalan dengan lancar.

Menurut Asmani dalam Mustari (2014:120), mangemen sarana dan
prasarana adalah mangjemen sarana sekolah dan sarana bagi pembelgjaran, yang
meliputi ketersediaan dan pemanfaatan sumber belgar bagi guru, siswa serta
penataan ruangan-ruangan yang dimiliki.

Dapat dismpulkan bahwa pengertian mangjemen sarana dan prasarana
adalah proses kerja sama daam pengelolaan semua sarana dan praasarana
pendidikan demi kepentingan proses pembelgjaran agar penggunaannya berjalan
dengan efektif dan efisien.

Dalam mengelola sarana dan prasarana sekolah terdapat beberapa prinsip
yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Menurut
Bafadal dalam Mustari(2014:122), prinsip-prinsip tersebut antaralain :

1) Prinsip Pencapaian Tujuan. Pada dasarnya managjemen perlengkapan
sekolah dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam
keadaan kondis siap pakai. Oleh sebab itu, mangemen perlengkapan
sekolah dapat dikatakan berhasil bilamana fasilitas sekolah itu selalu siap
pakai setiap saat.

2) Pringp Efisens. Dengan prinsp efisens semua kegiatan pengadaan
sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan perencanaan yang hati-

hati, sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan



3)

4)

5)

harga yang relatif murah. Dengan prinsip efisens berarti bahwa
pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik-
baiknya sehingga dapat mengurangi pemborosan. Maka perlengkapan
sekolah hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan
pemeliharaannya. Petunjuk teknis tersebut dikomunikaskan kepada
selurun personel sekolah yang diperkirakan akan menggunakannya.
Selanjutnya, apabila dipandang perlu, dilakukan pembinaan terhadap
semua personel.

Prinsip Administratif. Yaitu mangemen sarana dan prasarana di sekolah
harus selalu memerhatikan undang-undang, instruksi, dan petunjuk teknis
yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang.

Prinsip Kegelasan Tanggung Jawab. Di Indonesia tidak sedikit adanya
kelembagaan pendidikan yang sangat besar dan maju. Oleh karena besar,
sarana dan prasarananya sangat banyak sehingga managemennya
melibatkan banyak orang. Bilamana itu terjadi maka perlu adanya
pengorganisasian kerja pengelolaan perlengkapan pendidikan. Dalam
pengorganisasiannya, semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang
terlibat itu perlu dideskripsikan dengan jelas.

Prinsip Kekohesifan. Dengan prinsp kekohesian berarti mangemen
perlengkapan pendidikan di sekolah hendaknya terealisaskan dalam
bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Oleh karena itu,

walaupun semua orang yang terlibat dalam pengelolaan perlengkapan itu



telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun antara

satu dengan yang lainnya harus bekerjasama dengan baik.
d. Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Menurut Endang Herawan dan Nani Hartini dalam Arifin dkk(2017:95)
mangjemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus
dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam
organisas pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan
SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan,
pendidikan dan | atihan/pengembangan dan pemberhentian.
Menurut Sulthon Masyud dalam Arifin dkk (2017:93) manaemen tenaga
pendidik dan kependidikan disebut juga personalia pendidikan yaitu; semua
tenaga kependidikan yang berada dan bekerja pada suatu sekolah. Tenaga
kependidikan yaitu, menyangkut tenaga kependidikan guru (kepala sekolah, wakil
kepala sekolah, guru dan tenaga bimbingan dan penyuluhan sekolah); dan non
guru, termasuk pegawa tata usaha sekolah dan segenap karyawan sekolah
termasuk pesuruh sekolah, baik tenaga tetap, maupun tidak tetap honorer.

Manajemen tenaga kependidikan atau mangjemen personaia pendidikan
bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien
untuk mencapal hasil yang optimal, namun tetap daam kondis yang
menyenangkan.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20
Tahun 2003 Pasal 1 ayat 5 dan 6 yang dimaksud dengan tenaga kependidikan

adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang



penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan
yang berkualifikas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belgar, widyaiswara,
tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya,

serta berpartisipas dalam menyelenggarakan pendidikan.

Standar Kompetensi Guru

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualitas akademik, kompetensi, sertifikat
pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru adalah jabatan professional yang harus dituntut dengan kompetensi-
kompetenss yang mendukung dalam menjalankan profesinya. Profes guru

memiliki standar kompetens yang harus ditempuh.

Adapun standar kompetensi guru adalah suatu pernyataan tentang kriteria
yang dipersyaratkan, ditetapkan, dan disepakati bersama daam bentuk
penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi seorang pendidik sehingga
layak disebut kompeten. Tujuannya adalah sebagai jaminan dikuasainya tingkat
kompetens minimal, dapat melakukan tugasnya secara professional, dapat dibina
secara efektif dan efisen serta dapat melayani pihak yang berkepentingan

terhadap proses pembel gjaran dengan sebaik-baiknya sesuai bidang tugasnya.

Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas (dalam Susanto
2018:137) menyebutkan Standar Kompetenss Guru meliputi empat komponen,

yaitu : (a) pengelolaan pembelgaran; (b) pengembangan potensi; (c) penguasaan



akademik; dan (d) sikap kepribadian. Secara keseluruhan standar kompetensi guru
terdiri dari tujuh kompetensi, yaitu : (@) penyusunan rencana belgar; (b)
pelaksanaan interaksi; (c) penilaian prestasi belgar peserta didik; (d) pelaksanaan
tindak lanjut hasil penilaian prestas belgjar peserta didik; (e) pengembangan
profes; (f) pemahaman wawasan pendidikan; dan (g) penguasaan bahan kgjian

akademik.
Pengertian Kompetens Guru

Istilah kompeten dan kompetens kini telah menjadi bagian dari bahasa
mangjemen pengembangan. Standar pekerjaan dan pernyataan kompetens telah
dibuat untuk sebagian besar jabatan sebagai basis penentuan pelatihan dan
kualifikas keterampilan. Kompetens dapat diartikan sebagai pengetahuan,
keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir

dan bertindak.

Kompetens juga dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan
nilai-nila dasar yang direflekskan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.
Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan

kualtias guru yang sebenarnya.

Definis kompetens juga diungkapkan dalam Undang-Undang No. 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa
kompetens adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang
harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan

tugas keprofesionalan.



Adapun Kunandar (dalam Susanto 2018:136) mengartikan kompetens
guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru

agar dapat mewujudkan kinerjanya secaratepat dan efektif.

Menurut Mulyasa (dalam Susanto 2018:136) kompetensi guru merupakan
perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual
yang secara kaffah membentuk kompetens standar profesi guru, yang mencakup
penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelgaran yang

mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.

Menurut Susanto (2018: 136) kompetens guru adalah seperangkat kualitas
atau kemampuan yang dimiliki guru dalam menunjang kualitas pekerjaannya.
Kompetensi dapat juga dimaknai sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-
nilai dasar yang direflekskan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Jadi,
kompetenss merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang
dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga seserang
dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan

sebaik-baiknya.

Adapun kompetensi yang harus dimiliki guru sesuai dengan Undang-
Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut adalah kompetensi
pedagogik, kompetens kepribadian, kompetens profesiona dan kompetens

sosial.

e. Manaemen Hubungan M asyar akat



Menurut Mustari (2014:149) manajemen hubungan masyarakat (humas)
adalah proses pendlitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian suatu
kegiatan komunikas yang disponsori oleh organisasi. Proses manajemen humas
biasa dilakukan oleh seorang praktis dalam kegiatan.

Menurut Maisyaroh dalam Hermino (2014:64) hubungan sekolah dan
masyarakat adalah suatu proses komunikas antara lembaga pendidikan dan
masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap
kebutuhan dan praktik pendidikan dan pada akhirnya bekerjasama untuk
meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan.

Menurut Sulthon Masyhud dalam Arifin dkk (2017:141) hubungan
sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikas antara sekolah
dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan
dan kegiatan pendidikan di sekolah serta mendorong minat dan kerja sama antara
sekolah dengan msyarakat dalam rangka peningkatan dan pengembangan sekolah.
f. Manajemen Keuangan

Managjemen keuangan adalah suatu proses kegiatan perencanaan,
penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan
penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisas atau perusahaan.

Menurut Arikunto dan Yuliana dadlam Hermino (2014:57), mangemen
keuangan dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga
hal, yakni, budgeting yaitu penyusunan anggaran, accounting yaitu pembukuan
dan auditing yaitu pemeriksaan.Budgeting atau penyusunan anggaran seringkali

dipahami sebagai sebuah rencana.Namun demikian, dalam bidang pendidikan



umum dipakal dua istilah, yaitu RAPEN (Rencana Anggaran dan Pendapatan
Belanja Negara) dan RAPES (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah).Karena anggaran dalam pengertian ini sifatnya masih berupa rencana
dan menyangkut keperluan orang banyak, anggaran baru sah apabila sudah
disahkan oleh pegjabat yang berwenang. Accounting atau pembukuan sebagai
kegiatan kedua dalam mangemen pembiayaan berarti pengurusan keuangan.
Pengurusan ini meliputi dua hal, yang pertama pengurusan yang menyangkut
kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang.
Pengurusan inilah yang lazim disebut dengan ketatausahaan. Ketatausahaan
merupakan tindak lanjut dari pengurusan pertama, yaitu menerima, menyimpan
dan mengeluarkan uang. Ketatausahaan, dalam operasionalnya tidak memiliki
kewenangan untuk menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan lebih dikenal
dengan istilah pengurusan bendaharawan.Auditing atau pemeriksaan adalah
semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan
dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada
pihak-pihak yang berwenang.

Menurut Wijaya dalam Hermino (2014:59) mangemen keuangan
merupakan mangemen terhadap fungsi-fungs keuangan, sedangkan fungs
keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang
bertanggung jawab dalam bidang tertentu.

Menurut Sulthon Masyhud dalam Arifin dkk(2017:131) mengemukakan
manajemen keuangan pendidikan di sekolah adalah segenap usaha dalam rangka

perencanaan sumber-sumber keuangan, pembukuan penggunaan keuangan,



pemeriksaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan secara

efektif dan efisien sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan

belgar menggjar di sekolah.

2.3

b)

Tujuan manajemen keuangan ada 3 (tiga), yaitu :

Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan secara efisien, artinya
dengan dana tertentu diperoleh hasil yang maksmal atau dengan dana
minimal diperoleh hasil/tujuan tertentu.

Memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan
sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut.

Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran ataupun penyimpangan-
penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Penyimpangan
akandapat dikendalikan apabila pengelolaan berjalan dengan baik sesuai
dengan yang diharapkan.

Penerimaan Peserta Didik Baru

Menurut Asri Ulfah, dkk (2016:4) menyatakan penerimaan peserta didik

baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah

lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut

melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan

kepada calon peserta didik baru.

Penerimaan peserta didik baru menurut Prihatin (2014:51) merupakan

salah satu kegiatan mangemen peserta didik yang sangat penting.Dikatakan

demikian, oleh karena kalau tidak ada peserta didik yang diterima disekolah,

berarti tidak ada yang harus ditangani atau diatur.



Dapat dissmpulkan bahwa pengertian dari penerimaan peserta didik baru
adalah satu kegiatan mang emen peserta didik yang pertama kali dilakukan dalam
sebuah lembaga pendidikan untuk menyeleks siswa yang akan diterima di suatu
sekolah. Dalam penyeleksian ini terdapat beberapa pertimbangan atau kriteria
yang harus dipenuhi calon siswa agar bisa diterimadi suatu sekolah.

2.3.1 Sstem Penerimaan Peserta Didik Baru

Sistem yang dimaksud pada penerimaan peserta didik baru menunjuk
kepada cara. Hal ini sesuai dengan penuturan Imron (2012:43) bahwa sistem
penerimaan peserta didik adalah cara penerimaan peserta didik baru. Ada dua
sistem dalam penerimaan peserta didik baru yaitu : Pertama, dengan sistem
promosi. Sistem promos adalah penerimaan peserta didik, yang sebelumnya
tanpa menggunakan seleks.Peserta didik yang mendaftar di suatu sekolah,
diterima tanpa ada penyel eksian terlebih dahulu sehingga yang mendaftar menjadi
peserta didik tidak ada yang ditolak.Sistem promosi demikian secara umum
berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya
tampung yang ditentukan.Kedua, dengan menggunakan sistem seleksi. Sistem
seleks ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu : seleks berdasarkan
Daftar Nilai Ebta Murni (DANEM), yang kedua berdasarkan Penelusuran Minat
Dan Kemampuan (PMDK), sedangkan yang ketiga adalah berdasarkan hasil tes
masuk.

2.3.2 Sstem Zonas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru
Penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta



Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk
Lain Sedergjat. Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan melaui mekanisme
dalam jaringan (daring/online) maupun luar jaringan (luring/offline).Untuk
memudahkan calon peserta didik mengakses sekolah, diberlakukan sistem zonasi.
Pengaturan ini diharapkan dapat membuat proses penerimaan berlangsung
objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses
layanan pendidikan.

Dalam pasa 16 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dijelaskan bahwa
sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon
peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling
sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta
didik yang diterima. Domisili caon peserta didik tersebut berdasarkan alamat
Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan
PPDB.

2.3.3 Prosedur Penerimaan Peserta Didik

Penerimaan peserta didik bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya bagi warga Negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan
yang sebaik-baiknya.

Menurut Suwardi (2017:53) penerimaan peserta didik harus berasaskan :
1. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik

baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di

dalam Keputusan Menteri ini;
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2.

3.

Transparans, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat
terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta
didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin
terjadi;

Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun
hasilnya;

Tidak diskriminatif, artinya setiagp warga Negara yang berusia sekolah
dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan
golongan.

Pemer ataan Pendidikan

Menurut Amalia (2007:4) pemerataan pendidikan mencakup dua aspek

penting yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan

dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Akses terhadap

pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh

kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika

antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Menurut Coleman melalui bukunya Equality of Educational Opportunity

(dalam Amalia, 2007:4) secara konsepsional konsep pemerataan yaitu pemerataan

aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih

menekankan pada kesamaan memperol eh kesempatan untuk mendaftar di sekolah,



sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan
kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belgar setinggi-tingginya.
25  Pengertian Kebijakan Pendidikan

Menurut Nugroho (2008:36) Kebijakan pendidikan diartikan sebagai
kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang
tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.
Sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2008:36) kebijakan pendidikan
merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistenss bagi negara-negara
dalampersaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan
prioritas utama dalam era globalisas.

Dengan demikian dapat dismpulkan landasan kebijakan pendidikan
merupakan konsep hukum yang mendasari ditetapkan suatu aturan dalam bidang
pendidikan agar tercipta kesel arasan antara kebutuhan dengan situasi dan kondisi
dalam proses pendidikan.

1. Kebijakan-kebijakan Umum

Secara umum kebijakan pemerintah tertuang dalam, UUD 1945 yaitu pasal
28 dan pasal 31. Bunyi pasal 28 huruf ¢ adalah sebagai berikut : “Setiap orang
berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesgjahteraan umat manusia’. Sedangkan dalam pasal 28 huruf e disebutkan
sebagai berikut : “Setiap orang bebas memeluk agama, dan beribadah menurut

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih



kewarganegaraan, memilih tempat tingga di wilayah negara dan

meninggalkannya, serta berhak kembali”. Dalam pasal 31 dikatakan sebagai

berikut :

a) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wgjib
membiayainya.

¢) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional.

d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
Anggaran Pendapatan, Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

e) Pemerintah memgukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta
kesgjahteraan manusia.

Dari beberapa pasal diatas, tampak jelas bahwa pendidikan merupakan
bidang yang sangat penting dan diutamakan dalam pembangunan. Setiap orang
berhak mendapatkan pendidikan, bahkan menjadi suatu kewagjiban terutama
pendidikan dasar. Sebagai konsekuensinya pemerintah wajib pula membiayainya
dengan anggaran yang diprioritaskan. Selain pembiayaan pemerintah melakukan
program-program atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan
pendidikan bailk mutu maupun jumlah. Sehingga apapun bentuknya akan
dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan partispas belgar perserta didik

asal sesual dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya



komitmen pemerintah, diharapkan masyarakat atau warga akan mendapatkan

kesempatan belgjar.

2. Arah Kebijakan Pendidikan Indonesia

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona, diarahkan

untuk mencapai hal-hal sebagai berikut :

a)

b)

d)

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju
terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan
anggaran pendidikan secara berarti.

Meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta meningkatkan
jaminan kesgjahteraan tenaga pendidik sehingga tenaga pendidik mampu
berfungs secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan
budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa |lembaga dan tenaga
kependidikan.

Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk  pembaharuan
kurikulum, berupa diversifikas kurikulum untuk melayani keberagaman
peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan local sesuai
dengan kepentingan setempat, serta diversifikas jenis pendidikan secara
profesional.

Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah

sebagal pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan serta meningkatkan



f)

9)

h)

partisipas keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana
memadai .

Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional
berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan mang emen.
Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh
masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang
efektif, efisien daam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknol ogi
dan seni.

Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sendiri mungkin terarah,
terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh
selurun komponen bangsa agar generas muda dapat berkembang secara
optima disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan
potensinya.

Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaat ilmu pengetahuan
dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama
usaha kecil, menengah, dan koperas guna meningkatkan daya saing produk
yang berbasi s sumber daya lokal.

Aplikas penerapan kebijakan pendidikan dalam pengembangan ilmu

teknologi pendidikan di Indonesia.
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METODE PENELITIAN
3.1  JenisPenelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pendlitian ini adalah metode
deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang
diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek
penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau
sebagaimana adanya dan data yang diperoleh dengan wawancara yaitu
mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab dan berhadapan langsung
dengan informan atau narasumber.

Data deskriptif iaah data indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai
kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu
sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat
diambil dari orang-orang atau subjek itu sendiri.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informas kualitatif
sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara
mendeskripsikan suatu masalah.

Menurut Sukardi (2008:14) metode deskriptif ini hanya berusaha
menggambarkan secara jelas dan sekuensial terhadap pertanyaan penelitian yang
telah ditentukan sebelum para peneliti terjun ke lapangan dan mereka tidak

menggunakan hipotesis sebagai petunjuk arah atau guide dalam penelitian.



3.2 KerangkaKonsep

Sebagal dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep

dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1

1.
2.

IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN
2018 TENTANG PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU.

Sasaran :

Meningkatkan mutu pendidikan
Tercapainya tujuan penerimaan

peserta didik baru secara objektif,

transparan, akuntabel,

nondiskriminatif dan berkeadilan

Meningkatkan akses layanan
pendidikan

A\ 4

h 4

Pemerataan pendidikan
melalui sistem zonasi

A 4

Tidak adalagi anggapan
tentang sekolah favorit

A

. Terlaksananya tujuan dan

sasaran dalam
mengimplementasikan
Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 14
Tahun 2018

. Adanya tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh pihak sekolah
dalam mengimplementasikan
Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 14
Tahun 2018

. Adanya dukungan sumber daya

yang diberikan pemerintah
dalam menjalankan kebijakan

. Adanya hasi| atau dampak bagi

masyarakat




3.3

Definis Konsep

Defenis konsep adalah istilah dan defenis yang digunakan untuk

menggambarkan secara abstrak: kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang

menjadi pusat perhatian ilmu sosia atau abstrak dari sgjumlah karakteristik

jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-

konsep sebagai berikut:

1.

Implementas kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan
suatu perundangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna
mengintervenss masyarakat dalam melakukan segala sesuatu didalam
tatanan hidup masyarakat.

Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat dengan PPDB
adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah..

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu persamaan
kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam
memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Akses terhadap
pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah
memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap
pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan

SeCara sama.



34  Kategorisas

Kategorisas menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel
penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisas
penelitian pendukung untuk analisa variabel tersebut.

Kategorisas dalam pendlitian ini adalah :

1. Terlaksananya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018
tentang penerimaan peserta didik baru untuk mewujudkan sistem
pendidikan yang lebih baik dan transparan.

2. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam
mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 14 Tahun 2018.

3. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah seperti
tenaga pendidik, pengadaan sarana dan prasarana.

4. Adanyahasi| atau dampak bagi masyarakat.

3.5 Narasumber
Narasumber dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Medan

Nama : Mahmud, S.Pd, M.M
Umur : 57 tahun
Jabatan : Kepala Sekolah

Pendidikan :S2

2. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Medan



Nama : Drs. Edi Sofyan
Umur : 50 tahun

Jabatan - Wakil Kepala Sekolah
Pendidikan :S1

. Guru SMP Negeri 16 Medan

Nama : Ratna Sari Daulay, S.Pd
Umur : 54 tahun
Jabatan : Guru Bahasa Indonesia

Pendidikan :S1

. Siswakelas 7 SMP Negeri 16 Medan
Nama : Sarah Putri

Umur : 12 tahun

. Siswakelas 7 SMP Negeri 16 Medan
Nama : Raisyah

Umur : 12 tahun

. Siswakelas 7 SMP Negeri 16 Medan
Nama : Nazla Putri

Umur : 12 tahun

. Orangtua Siswva SMP Negeri 16 Medan
Nama - RismaWaty, SH
Umur : 38 tahun

Pendidikan :S1

. Orangtua Siswa SMP Negeri 16 Medan
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Nama : Zuraida

Umur : 42 tahun

Pendidikan : SMA

. Orangtua Siswva SMP Negeri 16 Medan

Nama - Sri Wahyuni
Umur : 39 tahun
Pendidikan : SMA
Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat penelitian ini

menggunakan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan

secara langsung pada lokasi penelitian (field research) atau objek yang
diteliti atau data yang diperoleh. Dalam hal ini dilakukan dengan cara
wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan

berhadapan |angsung dengan narasumber yang kompeten.

. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang

dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

1) Dokumentas yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan
catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta
sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

2) Studi kepustakaan vyaitu teknik pengumpulan data dengan
menggunakan berbagai literature seperti : buku, karya ilmiah, dan

laporan penelitian.



3.7  Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:334) mengemukakan bahwa
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis
data, yaitu reduks data, penygjian data dan kesimpulan data/verifikasi. Model
yang digunakan dalam teknik analisis data penelitian ini adalah model interaktif.

Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 3.2 : Komponen dalam analisis data (model inter aktif)

mpul an:

Gambaran/Verifikas

3.8 Lokas dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian lokas atau objek penelitian adalah sangat penting karena
dijadikan sebagai suatu tempat untuk pengambilan data. Dalam penelitian ini yang
menjadi lokasi penelitian adalah di SMP Negeri 16 Medan Jalan Karya || Nomor

3 Medan. Waktu penelitian direncanakan dari bulan April 2019 s.d Juni 2019.



3.9  Deskrips Ringkas Objek Penelitian
3.9.1 Gambaran Umum SMP Negeri 16 Medan

SMP Negeri 16 Medan merupakan suatu lembaga pendidikan yang
terletak di kecamatan Medan Barat Kota Medan yang berfungs untuk
memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia sekolah lanjutan tingkat
pertama. Sekolah yang merupakan rintisan SSN ini didirikan pada tahun 1978 dan
beroperasi ditahun 1979. SMP Negeri 16 memiliki luas tanah sebesar 4.483 m?,
dan luas bangunan sebesar 3.026 m?.
3.9.2 Vid, Mis dan Motto SMP Negeri 16 Medan
a Vis Sekolah

Vis Sekolah adalah imgjinass moral yang dijadikan dasar atau rujukan
dalam menentukan tujuan atau keadaan masa depan sekolah yang secara khusus
diharapkan oleh Sekolah. Vis Sekolah merupakan turunan dari Visi Pendidikan
Nasional, yang dijadikan dasar atau rujukan untuk merumuskan Misi, Tujuan
sasaran untuk pengembangan sekolah dimasa depan yang diimpikan dan terus

terjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya.
Adapun Visi SMP Negeri 16 Medan :

“Unggul dalam kualitas, berdasarkan pada Iman dan Tagwa serta berbasis
lingkungan.”

Indikator :

1. Mendorong aktifitas dan kreatifitas secara optimal kepada seluruh

komponen sekolah terutama para siswa.



2. Mengoptimalkan pembelgaran dalam rangka meningkatkan keterampilan
siswa supaya mereka memiliki prestasi yang dapat dibanggakan.
3. Melaksanakan pembelgjaran dan bimbingan secara efektif sehingga
kecerdasan siswa terus diasah agar terciptanya kecerdasan intelektual dan
emosional yang mantap.
4. Antusias terhadap perkembangan dan kemguan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
5. Menanamkan cinta kebersithan dan keindahan kepada semua komponen
sekolah.
6. Menimbulkan penghayatan yang dalam dan pengalaman yang tinggi
terhadap garan agama (Religi) sehingga tercipta kematangan dalam
berfikir dan bertindak.
b. Mis Sekolah

Menyelenggarakan pendidikan secara professional, inovatif dan seldu
berupaya meningkatkan pelayanan dan kepuasan stake holder.

Untuk mewujudkan misi yang telah dirumuskan maka langkah-langkah
nyata yang harus dilakukan oleh sekolah adalah :

Misi :

1. Menciptakan suasana kondusif bagi peningkatan iman dan tagwa.

2. Membentuk pribadi peserta didik yang berbudi pekerti cerdas, terampil
dan terhindar dari narkoba

3. Membentuk pribadi peserta didik yang jujur, berani dan santun dan

bertanggungjawab.



4. Menciptakan sekolah yang berbudaya lingkungan
Jargon SMP Negeri 16 Medan : SMART
C. Motto Sekolah : SUCCESS ISMY LIFE
3.9.3 Struktur Organisasi
Gambar 3.3

Struktur Organisas UPT SMP Negeri 16 M edan

Kepala Sekolah
H. Mahmud, S.Pd, M.M

K omite Sekolah
Ir. Makmur Batubara

Wakil Kepala Sekolah

Drs. Edi Sofyan
v
Koordinator BP/BK KTU
Nurhaida Gultom M. Deryady
P!(SI PKSII PKSIII PKSIV
Kurikulum Sarana K esiswaan Humas
Nurramidah Novawati M. Debatrai Syavitry
) . ja .
Nst, S Ag Mardliyah Nasution
Pengelola K oor dinator Perpustakaan
Laboratorium Ulfah Surianti
Endrawati Purba
Vi v
Wali Kelas VI Wali Kelas VIl Wali Kelas I X
\!
Guru Mata Pelajaran
\/

Siswa




3.9.4 Keadaan atau gambaran SMP Negeri 16 Medan

Data tentang keadaan atau gambaran di SMP Negeri 16 Medan adalah

dikelompokkan dalam fasilitas sekolah, status sekolah dan data guru.

Adapun keadaan atau gambaran di SMP Negeri 16 Medan terkait dengan fasilitas

sekolah antara lain disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 3.1

Fasilitas SMP Negeri 16 Medan

Jumlah ruangan dengan

Jenis Ruang Jumlah ) kondisi Keterangan
Ukuran (m’) Rusak Rusak | Rusak
Ringan | Sedang | Berat
Ruang Kelas 8 kelas _ 2 i - - Bangunan
7x9m=63m bertingkat 2
Ruang Kelas 14 kelas <63 M2 5kelas - - Tl_dak
bertingkat
Perpustakaan 1 ruang 7% 12 m = 84 m? - - -
Lab. IPA lruang | 5. 15 m=84m? - - -
Lab. Bahasa - i - - - Belum ada
Lab Komputer | 1 ruang 7% 8mM =56 m? - - -
Keterampilan - i - - - Belum ada
Kesenian - - - - - Belum ada
Sumber : Data Penelitian SMP Negeri 16 Medan, 2019
Adapun status SMP Negeri 16 Medan dapat dilihat pada tabel dibawahini :
Tabel 3.2
Status SMP Negeri 16 M edan
Alamat Sekolah Jalan Karya Il No.3/Medan Barat/Kota
Medan

No. telp (061) — 42065730




NPSN 10210965
Status Negeri
Bentuk Pendidikan SMP

Status Kepemilikan

Pemerintah Daerah

SK Pendirian Sekolah

1.7317/B2/WILSU/78

Tanggal SK Pendirian

1978-01-01

No. Rekening Rutin Sekolah

115.02.04.000326-9 Bank Sumut Cabang
Medan Unit Pulo Brayan Kota

Sumber : Data Pokok Pendidikan SMP Negeri 16 dan Data Penelitian, 2019

Berikut adalah data guru SMP Negeri 16 Medan :

Tabel 3.3

Data Guru SMP Negeri 16 Medan

Jumlah Guru/Staf | Bagi SMP Negeri | Bagi SMP Swasta Keterangan
Termasuk Kepala
Guru Tetap (PNS) 39 Orang - Sekolah
Guru Tidak .
Tetap/Guru Bantu ) ) Tidak Ada
Pegawai T.U 7 Orang i 1 orang (PNS) 6 orang

(PNS)/Honorarium

Honorarium

Sumber : Data Penelitian SMP Negeri 16 Medan, 2019




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1  Hasl Penditian
a. Terlaksananya tujuan dan sasaran Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan Bapak H. Mahmud S.Pd,M.M (57 Tahun) selaku kepala sekolah
SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa tujuan dalam penerimaan peserta didik
baru ini untuk menjamin penerimaan peserta didik baru yang transparan dan
nondiskriminatif. Maksud dari transparan tersebut bahwa dalam penerimaan
peserta didik baru ini akan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat
termasuk orangtua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan yang terjadi dan
maksud dari nondiskriminatif ini adalah bahwa setiap warga negara yang berusia
sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, asal, agama dan golongan.
Sasaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah siswa
tamatan SD/MI. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sosialisas
tentang PPDB dari Dinas Pendidikan Kota Medan, setelah itu pihak sekolah
menerima Juknis (petunjuk teknis) dari Dinas Pendidikan Kota Medan yang
dimana petunjuk teknis ini sangat penting untuk sekolah akan menerapkan sistem

apa dalam penerimaan peserta didik baru kali ini dan terakhir pemberitahuan



kapan pelaksanaan PPDB kepada masyarakat yaitu apa sgja Syarat-syaratnya,
kapan daftar ulang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan Bapak Drs. Edi Sofyan (50 Tahun) selaku wakil kepala sekolah
SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru ini akan lebih transparan, objektif, berkeadilan dan tentunya
memudahkan akses layanan pendidikan. Sasaran dalam pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru ini adalah siswa tamatan SD/MI. Pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru yang pastinya ada pemberitahuan terlebih dahulu dari Dinas
Pendidikan Kota Medan, karena menurutnya sistem zonas ini merupakan sistem
penerimaan peserta didik yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Setelah ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan, sekolah menerima Juknis
(petunjuk teknis) dari Dinas Pendidikan Kota Medan, dan selanjutnya
pemberitahuan kapan pelaksanaan PPDB kepada masyarakat melaui papan
pengumuman sekol ah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26
Juni 2019 dengan Ibu Ratna Sari Daulay, S.Pd (58 Tahun) selaku guru mata
pelgaran SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru ini akan lebih objektif, adil dan tentunya
memudahkan akses pendidikan. Sasaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru ini adalah siswa tamatan SD/M|. Pelaksanaan penerimaan peserta didik
baru yaitu sosialisas terlebih dahulu dari Dinas Pendidikan Kota Medan tentang

PPDB, setelah sosidlisas dari Dinas Pendidikan sekolah menerima Juknis



(petunjuk teknis) dari Dinas Pendidikan Kota Medan dan selanjutnya
pemberitahuan kapan pelaksanaan PPDB kepada masyarakat melalui papan
pengumuman sekol ah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan Sarah Putri (12 Tahun) selaku siswa kelas 7 SMP Negeri 16
Medan mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini
akan adil dan memudahkan dalam bersekolah. Sasaran dalam pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru ini adalah siswa tamatan SD/MI. Pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru yang pastinya sosialisas dari sekolah pakal sistem
zonasi ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan Raisyah (12 Tahun) selaku siswa kelas 7 SMP Negeri 16
Medan mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini
akan memudahkannya dalam bersekolah. Sasaran dalam pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru ini adalah siswa tamatan SD/MI. Pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru yaitu sosialisas dari sekolah pakal sistem baru yang bernama
sistem zonas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan Nazla Putri (12 Tahun) selaku siswa kelas 7 SMP Negeri 16
Medan mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini
akan adil dan memudahkan akses kesekolah. Sasaran dalam pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru ini adalah siswa tamatan SD/MI. Pelaksanaan

penerimaan peserta didik baru pemberitahuan dari sekolah pakai sistem zonasi.



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26
Juni 2019 dengan Ibu Risma Waty, S.H (38 Tahun) selaku orangtua siswa SMP
Negeri 16 Medan mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru ini akan lebih transparan, objektif, berkeadilan dan tentunya
memudahkan akses layanan pendidikan. Sasaran dalam pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru ini adalah siswa tamatan SD/MI. Pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru yang pastinya ada pemberitahuan terlebih dahulu dari Dinas
Pendidikan Kota Medan, karena menurutnya sistem zonasi ini merupakan sistem
penerimaan peserta didik yang baru sgja dikeluarkan oleh menteri pendidikan.
Setelah ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan, sekolah menerima Juknis
(petunjuk teknis) dari Dinas Pendidikan Kota Medan, dan selanjutnya
pemberitahuan kapan pelaksanaan PPDB kepada masyarakat melaui papan
pengumuman sekol ah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26
Juni 2019 dengan Ibu Zuraida (42 Tahun) selaku orangtua siswa SMP Negeri 16
Medan mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini
akan objektif, dan memudahkan akses pendidikan. Sasaran dalam pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru ini adalah siswa tamatan SD/MI. Pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru yang pastinya ada pemberitahuan terlebih dahulu
dari pihak sekolah akan pelaksanaan sistem baru ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26
Juni 2019 dengan lbu Sri Wahyuni (39 Tahun) selaku orangtua siswa SMP Negeri

16 Medan mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru



ini akan lebih memudahkan akses pendidikan. Sasaran dalam pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru ini adalah siswa tamatan SD/MI. Pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru yang pastinya ada pemberitahuan terlebih dahulu
dari sekolah melalui papan pengumuman disekolah itu.

Dengan demikian dismpulkan bahwa tujuan dan sasaran daam
penerimaan peserta didik baru ini sudah tercapai dan dalam pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan
pihak sekolah melalui Dinas Pendidikan Kota Medan.

b. Adanya tindakan yang dilakukan pihak sekolah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan Bapak H. Mahmud S.Pd, M.M (57 Tahun) selaku kepala
sekolah SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa prosedur dalam penerimaan
peserta didik baru ini berdasarkan Kartu Keluarga calon siswa yang ditentukan
dengan penggunaan google maps. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru ini yaitu dari guru-guru SMP Negeri 16 Medan.
Dalam pel aksanaan penerimaan peserta didik baru ini sampai sekarang belum ada
kendala

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan Bapak Drs. Edi Sofyan (50 Tahun) selaku wakil kepala sekolah
SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa prosedur dalam penerimaan peserta
didik baru ini meladui system online (daring) dan bagi yang mendaftar punya
Kartu Keluarga dimana alamat Kartu Keluarga tersebut akan dilihat menggunakan

aplikasi google maps. Pengawasan yang dilakukan dalam pel aksanaan penerimaan



peserta didik baru ini yaitu dari guru-guru dan operator SMP Negeri 16 Medan.
Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru masih ada kendala, menurutnya
masih belum efektif karena memakai system online dimana orangtua siswa tidak
seluruhnya paham akan pendaftaran onlineini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26
Juni 2019 dengan Ibu Ratna Sari Daulay S.Pd (58 Tahun) selaku guru mata
pelgaran SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa prosedur dalam penerimaan
peserta didik baru ini berdasarkan Kartu Keluarga calon siswa yang ditentukan
dengan penggunaan google maps dan calon siswa harus memiliki ijazah SD/MI.
Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini
yaitu dari guru-guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru ini belum ada kendala.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan Sarah Putri (12 Tahun) selaku siswa SMP Negeri 16 Medan
mengatakan bahwa prosedur dalam penerimaan peserta didik baru ini berdasarkan
Kartu Keluarga calon siswa yang ditentukan dengan penggunaan google maps.
Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini
yaitu dari guru-guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru ini ada kendala karena masih belum paham dengan sistem
zonasi ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan Raisyah (12 Tahun) selaku siswa SMP Negeri 16 Medan

mengatakan bahwa prosedur dalam penerimaan peserta didik baru ini



menggunakan Kartu Keluarga calon siswa yang ditentukan dengan penggunaan
google maps. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru ini yaitu dari guru-guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru ini ada kendala karena masih belum paham dengan
sistem zonasi dan mendaftar online ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan Nazla Putri (12 Tahun) selaku siswa SMP Negeri 16 Medan
mengatakan bahwa prosedur dalam penerimaan peserta didik baru ini berdasarkan
Kartu Keluarga calon siswa yang ditentukan dengan penggunaan google maps.
Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini
yaitu dari guru-guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru ini belum ada kendala.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26
Juni 2019 dengan Ibu Risma Waty S.H (38 Tahun) selaku kepala sekolah SMP
Negeri 16 Medan mengatakan bahwa prosedur dalam penerimaan peserta didik
baru ini berdasarkan Kartu Keluarga calon siswa yang ditentukan dengan
penggunaan google maps. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru ini yaitu dari guru-guru SMP Negeri 16 Medan.
Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini belum ada kendala.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26
Juni Juni 2019 dengan Ibu Zuraida (42 Tahun) selaku orangtua siswa SMP Negeri
16 Medan mengatakan bahwa prosedur dalam penerimaan peserta didik baru ini

berdasarkan Kartu Keluarga calon siswa yang ditentukan dengan penggunaan



google maps. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru ini yaitu dari guru-guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru ini ada kendala dimana ia belum mengerti dengan
system zonasi ini dan pendaftarannya melalui online.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26
Juni 2019 dengan lbu Sri Wahyuni (39 Tahun) selaku orangtua siswa SMP Negeri
16 Medan mengatakan bahwa prosedur dalam penerimaan peserta didik baru ini
berdasarkan Kartu Keluarga calon siswa yang ditentukan dengan penggunaan
google maps. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru ini yaitu dari guru-guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru ini ada kendala karena masih bingung dalam
mendaftar jalur online.

Dengan demikian disimpulkan bahwa prosedur penerimaan peserta didik
baru ini menggunakan sistem online (daring) yang pelaksanaannya diawas oleh
guru-guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik
baru ini masih ada kendala yaitu siswa dan orangtua siswa masih belum mengerti
dengan sistem zonasi dan pendaftaran melalui onlineini.

C. Adanya dukungan sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan Bapak H.Mahmud, S.Pd, M.M (57 Tahun) sdlaku kepaa
sekolah SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa keberadaan tenaga pendidik
masih kurang memadai, ada beberapa mata pelgaran yang tenaga pendidiknya

kurang yaitu Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, Prakarya,



Seni Budaya dan guru Bimbingan Konseling. Menurutnya tenaga pendidik yang
ada di SMP Negeri 16 ini sudah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan oleh sekolah.
Misalnya sudah sesuai dengan kompetenss guru. Sarana prasarana sudah
terpenuhi, mulai dari Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, dan Ruang
Perpustakaan,tetapi  perpustakaan belum maksimal dan masih menggunakan
manual. Sistem manual ini belum efektif karena pegawai diperpustakaan sekolah
masih kerepotan jika harus mengecek satu-persatu persediaan buku yang ada
diperpustakaan begitu pula dengan mengecek buku pinjaman yang dipinjam oleh
siswa diperpustakaan. Menurutnya sarana di laboratorium komputer belum cukup
memadai karena pada saat pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer
(UNBK) pada tahun ini pihak sekolah masih kekurangan komputer dan untuk
mengurangi kekurangan ini pihak sekolah menganjurkan para siswa yang
mengikuti UNBK untuk membawa laptop sendiri. Faktor lain yang membuat
masyarakat mempunyal keinginan untuk mendaftarkan anaknya disekolah ini
karena pihak sekolah sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa dan
orangtua seperti pihak sekolah sering menyumbangkan siswa-siswa berprestas
dibidang akademik maupun nonakademik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan Bapak Drs. Edi Sofyan (50 Tahun) selaku wakil kepala sekolah
SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa keberadaan tenaga pendidik masih
kurang memadai, ada beberapa guru yang mengajar dua mata pelgjaran sekaligus
dikarenakan para guru yang menggjar dimata pelgaran tersebut sudah ada yang

pensiun. Menurutnya tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 16 ini sudah sesuai



kualifikas yang dibutuhkan oleh sekolah dan sudah sesuai dengan kompetens
guru. Mang emen sarana prasarana sudah terpenuhi, mulai dari Laboratorium IPA,
Laboratorium Komputer, dan Ruang Perpustakaan, tetapi ruang perpustakaan
masih belum memadal karena masih menggunakan manual jika harus mengecek
ketersediaan buku yang ada. Apalagi ditambah jika banyak siswa yang ingin
meminjam buku perpustakaan kewalahan karena harus mengecek satu persatu
bukunya. Beliau menambahkan sarana di laboratorium komputer belum cukup
memadali karena pada saat pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer
(UNBK) pada tahun ini pihak sekolah masih kekurangan komputer dan untuk
mengurangi kekurangan ini pihak sekolah menganjurkan para siswa yang
mengikuti UNBK untuk membawa laptop sendiri. Faktor lain yang membuat
masyarakat mempunyal keinginan untuk mendaftarkan anaknya disekolah ini
karena sekolah sudah terkenal dengan menyumbang siswa-siswa berprestas

dibidang akademik maupun olahraga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26
Juni 2019 dengan Ibu Ratna Sari Daulay (58 Tahun) guru mata pelgjaran SMP
Negeri 16 Medan mengatakan bahwa keberadaan tenaga pendidik masih kurang
memadai, ada beberapa mata pelgjaran yang tenaga pendidiknya kurang yaitu
Pendidikan Agama Idam dikarenakan gurunya sudah pensiun, Pendidikan
Kewarganegaraan, Prakarya, Seni Budaya dan guru Bimbingan Konseling.
Menurutnya tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 16 ini sudah sesuai
kualifikas yang dibutuhkan oleh sekolah. Misanya sudah sesuai dengan

kompetens guru, yaitu : (a) pengelolaan pembeagaran; (b) pengembangan



potensi; (¢) penguasaan akademik; dan (d) sikap kepribadian. Secara keseluruhan
standar kompetens guru terdiri dari tujuh kompetensi, yaitu : (a) penyusunan
rencana belgar; (b) pelaksanaan interaks; (C) penilaian prestas belgar peserta
didik; (d) pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestas belgjar peserta didik;
(e) pengembangan profes; (f) pemahaman wawasan pendidikan; dan (Q)
penguasaan bahan kagjian akademik. Mangemen sarana prasarana sudah
terpenuhi, mulai dari Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, dan Ruang
Perpustakaan. Faktor lain yang membuat masyarakat mempunyai keinginan untuk
mendaftarkan anaknya disekolah ini karena pihak sekolah sudah memberikan
pelayanan yang terbaik kepada siswa dan orangtua seperti pihak sekolah sering
menyumbangkan sswa-siswa berprestas  dibidang akademik  maupun

nonakademik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan Sarah Putri (12 Tahun) selaku siswa SMP Negeri 16 Medan
mengatakan bahwa keberadaan tenaga pendidik masih kurang, ada beberapa mata
pelgaran yang tenaga pendidiknya kurang dan ada guru yang mengaar dua
pelgaran sekaligus. Menurutnya guru yang ada di SMP Negeri 16 ini belum
sesuai kualifikasi. Misalnya, ada guru yang mengajar 2 mata pelgjaran tapi satu
pelgaran sudah mengajar dengan baik namun dipelgjaran lain yang digjarnya saya
tidak mengerti. Sarana prasarana sudah terpenuhi, mulai dari Laboratorium IPA,
Laboratorium Komputer, dan Ruang Perpustakaan. Buku-buku diperpustakaan sih
banyak ya kak dan buku cerita di perpustakaan bagus-bagus. Faktor lain yang

membuat saya mempunyai keinginan untuk mendaftar disekolah ini karena



sekolahnya sudah cantik, banyak pemandangan asri dan lapangan sekolahnya sih

menurut saya luas ya, jadi bisamain.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan Raisyah (12 Tahun) selaku siswva SMP Negeri 16 Medan
mengatakan bahwa keberadaan tenaga pendidik masih kurang, ada beberapa mata
pelgaran yang tenaga pendidiknya kurang dan ada guru yang mengaar dua
pelgaran sekaligus. Menurutnya guru yang ada di SMP Negeri 16 ini belum
sesuai kualifikasi. Misalnya, ada guru yang mengajar 2 mata pelgjaran tapi satu
pelgaran sudah mengajar dengan baik namun dipelgjaran lain yang digjarnya saya
tidak mengerti. Sarana prasarana sudah terpenuhi, mulai dari Laboratorium IPA,
Laboratorium Komputer, dan Ruang Perpustakaan. Buku-buku diperpustakaan sih
saya rasa masih belum cukup kak, karena saya ingin minjam buku diperpustakaan
terkadang malah tidak ada. Kalau laboratorium computer menurut saya masih
kurang ya kak, karena pada saat lagi praktek computer terkadang ada teman saya
yang tidak kebagian. Faktor lain yang membuat saya mempunyai keinginan untuk
mendaftar disekolah ini karena sekolahnya dekat dari rumah saya, pemandangan
disekolahnya bagus dan |apangan sekolahnya sih menurut saya luas kak, jadi saya

bisa main bersama teman-teman dan olahraga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan Nazla Putri (12 Tahun) selaku siswa SMP Negeri 16 Medan
mengatakan bahwa keberadaan tenaga pendidik masih kurang, terkadang ada juga
ada guru yang mengajar dua mata pelajaran kak. Menurut saya guru yang ada di

SMP Negeri 16 masih ada yang belum sesuai dengan kualifikas untuk mengajar.



Menurut saya masih ada guru yang belum bisa untuk mengelola pelgjaran dan
menguasai bahan garan jadi terkadang saya suka bingung gitu kak. Menurut saya
sarana prasarana sudah lengkap ya, mulai dari Laboratorium IPA, Laboratorium
Komputer, dan Ruang Perpustakaan,tetapi perpustakaan belum maksimal dan
masih mencari sendiri buku yang kita mau. Mencari sendiri buku-buku ini belum
efektif karena guru-guru yang ada diperpustakaan masih suka bingung kak kalau
ditanya ada buku pelgjaran ini misalnyatersedia apatidak dan diperpustakaan pun
masih kesulitan dengan mengecek buku pinjaman yang dipinjam oleh siswa
diperpustakaan. Menurut saya sarana di laboratorium komputer belum cukup
memadai. Faktor lain yang membuat saya mempunyai keinginan untuk mendaftar
disekolah ini karena sekolahnya sudah bagus kak dan banyak teman-temanku
yang daftar disini kak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26
Juni 2019 dengan Ibu Risma Waty S.H (38 Tahun) selaku orangtua siswa SMP
Negeri 16 Medan mengatakan bahwa keberadaan tenaga pendidik masih kurang
memadai, ada beberapa mata pelgaran yang tenaga pendidiknya kurang yaitu
Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, Prakarya, Seni Budaya
dan guru Bimbingan Konseling. Menurutnya tenaga pendidik yang ada di SMP
Negeri 16 ini sudah sesuai kualifikas yang dibutuhkan oleh sekolah. Misalnya
sudah sesuai dengan kompetensi guru. Mangemen sarana prasarana sudah
terpenuhi ya mulai dari Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, dan Ruang
Perpustakaan,tetapi  perpustakaan belum maksimal dan masih menggunakan

manual. Sistem manual ini belum efektif karena pegawai diperpustakaan sekolah



masih kerepotan jika harus mengecek satu-persatu persediaan buku yang ada
diperpustakaan begitu pula dengan mengecek buku pinjaman yang dipinjam oleh
siswa diperpustakaan. Menurut saya sarana di laboratorium komputer belum
cukup memadai karena pada saat praktek komputer anak saya terkadang tidak
mendapatkan komputer untuk praktek sendiri terpaksa dia harus bergantian
dengan teman-temannya yang lain atau pun berbagi dengan temannya. Faktor lain
yang membuat saya mempunyai keinginan untuk mendaftarkan anak disekolah ini
karena pihak sekolah sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa dan
orangtua seperti pihak sekolah sudah sering menyumbangkan siswa-siswa
berprestas dibidang akademik maupun nonakademik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26
Juni 2019 dengan Ibu Zuraida (42 Tahun) selaku orangtua siswa SMP Negeri 16
Medan mengatakan bahwa keberadaan tenaga pendidik masih kurang memadai.
Menurutnya tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 16 ini belum sesua
kualifikasi,misalnya dengan cara mengajar gurunya beliau mengatakan masih ada
guru yang belum mampu untuk menguasai bahan pelgaran. Sarana prasarana
sudah terpenuhi, mulai dari Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, dan
Ruang Perpustakaan. Faktor lain yang membuat saya mempunyai keinginan untuk
mendaftarkan anak saya disekolah ini karena pihak sekolah sudah memberikan
pelayanan yang terbaik kepada siswa dan orangtua seperti pihak sekolah sering
menyumbangkan sswa-siswa berprestas  dibidang akademik  maupun

nonakademik.



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26
Juni 2019 dengan lbu Sri Wahyuni (39 Tahun) selaku orangtua siswa SMP Negeri
16 Medan mengatakan bahwa keberadaan tenaga pendidik masih kurang
memadai. Menurutnya tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 16 ini sudah
sesual kualifikas yang dibutuhkan oleh sekolah. Misalnya sudah sesuai dengan
kompetens guru. Sarana prasarana sudah terpenuhi, mula dari Laboratorium IPA,
Laboratorium Komputer, dan Ruang Perpustakaan,tetapi perpustakaan belum
maksimal dan masih menggunakan manual. Sistem manual ini belum efektif
karena pegawal diperpustakaan sekolah masih kerepotan jika harus mengecek
satu-persatu persediaan buku yang ada diperpustakaan begitu pula dengan
mengecek buku pinjaman yang dipinjam oleh siswa diperpustakaan. Menurutnya
sarana di laboratorium komputer belum cukup memadai karena pada saat praktek
computer masih ada siswa yang tidak kedapatan komputer. Faktor lain yang
membuat saya mempunyai keinginan untuk mendaftarkan anak saya disekolah ini
karena pihak sekolah sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa dan
orangtua seperti pihak sekolah sering menyumbangkan siswa-siswa berprestas
dibidang akademik maupun nonakademik, lingkungan sekolah yang sguk dan
dekat dari rumah juga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dukungan sumber daya yang
diberikan pemerintah melalui keberadaan tenaga pendidik masih belum cukup
memadai dan perlu ditambah dengan standar kompetens guru yang maksimal.
Sarana prasarana disekolah ini sudah sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional

akan tetapi masih belum cukup memadai. Pihak sekolah juga sudah memberikan



layanan yang terbaik dengan harapan orangtua dan siswa yang mendaftar akan
bersedia memasukkan anaknya kesekolah ini.
d. Adanya hasil atau dampak bagi masyar akat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan Bapak H.Mahmud, S.Pd, M.M (57 Tahun) sdlaku kepaa
sekolah SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa hasil yang didapat dalam
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah dengan kata lain sistem
zonas ini adalah masyarakat sekitar, yang dimana masuknya siswa tersebut
dilihat dari sistem nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN). Nilai Ujian
Sekolah Berbasis Nasional (USBN) calon siswa ini ada nilainya yang tinggi dan
ada nilainya yang rendah, jadi akan berpengaruh pada proses belgarnya nanti.
Misalnya dari segi prestasi, nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasiona (USBN) siswa
yang tinggi mampu secara maksimal untuk mengikuti pelgjaran yang lebih tinggi
disekolah, sementara siswa yang memiliki nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional
(USBN) yang tidak maksmal dan kurang baik, maka pastinya akan kesulitan
untuk mengikuti pembelgjaran yang ada disekolah. Pengaruh dalam pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru ini yaitu semakin dekat radius jarak rumah
berdasarkan Kartu Keluarga dengan jarak sekolah akan semakin berpeluang besar
untuk diterima disekolah ini. Dengan kata lain, memudahkan para calon siswa
yang mendaftar untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas.
Adapun kebaikan dalam penerapan sistem zonas ini adalah masyarakat sangat

bergembira karena dengan kata lain tidak ada biaya karena jarak rumah dengan



sekolah sangat dekat, jadi tidak perlu biaya yang besar hanya untuk bersekolah
yang jauh dari rumah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan Bapak Drs. Edi Sofyan (50 Tahun) selaku wakil kepala sekolah
SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa hasil yang didapat dalam pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru adalah sistem zonas ini yang mendaftar adalah
masyarakat sekitar yang berada dalam jarak terdekat dengan sekolah, yang
dimana dalam pendaftaran calon siswa dalam lingkungan tersebut pasti akan ada
nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) yang nilainya lebih tinggi dan
diatas rata-rata dan ada nilainya yang rendah, jadi akan berpengaruh pada proses
belgarnya. Misalnya dari segi prestas, nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional
(USBN) siswa yang tinggi akan mampu secara maksimal untuk mengikuti
jenjang pelgaran yang lebih tinggi disekolah, sementara siswa yang memiliki
nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) yang tidak maksmal dan kurang
baik, maka pastinya akan kesulitan untuk mengikuti pembelgaran yang ada
disekolah. Pengaruh dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini yaitu
semakin dekat radius jarak rumah berdasarkan Kartu Keluarga dengan jarak
sekolah akan semakin besar peluangnya untuk masuk disekolah ini. Dengan kata
lain, memudahkan akses pendidikan para calon siswa yang mendaftar untuk
mendapatkan pelayanan pendidikan yang setinggi-tingginya. Adapun kebaikan
dalam penerapan sistem zonas ini adalah masyarakat sangat terbantu karena

dengan ini biaya yang dikeluarkan oleh orangtua siswa akan berkurang karena



jarak rumah dengan sekolah sangat dekat, jadi tidak perlu biaya yang lebih
misalnya ongkos naik angkot hanya untuk bersekolah yang jauh dari rumah.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26
Juni 2019 dengan Ibu Ratna Sari Daulay, S.Pd (58 Tahun) selaku guru mata
pelgaran SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa hasil yang didapat dalam
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah dengan kata lain sistem
zonas ini adalah masyarakat sekitar, yang dimana masuknya siswa tersebut
dilihat dari sistem nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN). Nilai Ujian
Sekolah Berbasis Nasional (USBN) calon siswa ini ada nilainya yang tinggi dan
ada nilainya yang rendah, jadi akan berpengaruh pada proses belgarnya. Hal ini
akan mempengaruhi dari segi prestas, nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasiona
(USBN) siswa yang tinggi mampu secara maksimal untuk mengikuti pelgjaran
yang ada disekolah, sementara siswa yang memiliki nilai Ujian Sekolah Berbasis
Nasional (USBN) yang dibawah rata-rata ataupun kurang baik, maka pastinya
akan kesulitan untuk mengikuti pembelgjaran yang ada disekolah. Pengaruh
dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini yang tadi sudah disebutkan,
adalah warga sekitar yang jarak terdekat alamat rumahnya di Kartu Keluarga
(KK) dengan jarak sekolah akan semakin berpeluang besar untuk diterima
disekolah dan tentunya calon siswa yang berada dilingkungan dekat sekolah tidak
semuanya memiliki nilai yang baik. Tapi saya sangat mengapresias adanya
kebijakan ini karena dengan kata lain, memudahkan para calon siswa yang
mendaftar untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas.

Adapun kebaikan dalam penerapan sistem zonas ini adalah masyarakat akan



senang karena dengan adanya sistem zonas ini tidak ada biaya karena jarak
rumah dengan sekolah sangat dekat, jadi tidak perlu biaya yang besar hanya untuk
bersekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan Sarah Putri (12 Tahun) selaku siswa SMP Negeri 16 Medan
mengatakan bahwa hasil yang didapat dalam pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru ini adalah sistem zonas ini yang mendaftar adalah siswa sekitar
sekolah, yang dimana masuknya siswa tersebut hanya yang berada dilingkungan
terdekat dari sekolah, ditambah lagi dengan teman-temannya yang itu-itu sga
karena saat Sekolah Dasar pun sudah bertemu dan belgar bersama dengan teman-
teman Sekolah Dasar, masa harus bertemu di SMP lagi, inginnya sih bertemu
dengan teman-teman yang baru. Pengaruh dalam pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru ini seperti saya bilang tadi kak, teman-temannya yang berada dekat-
dekat dengan daerah sekolah, padahal saat Sekolah Dasar (SD) sudah sering
bertemu. Adapun kebaikan dalam penerapan sistem zonas ini adalah senang ya
kak, karenatidak ada biaya untuk ongkos naik angkot karena jarak rumah dengan
sekolah yang dekat, bisa juga dengan jalan kaki untuk sampai disekolah jadi bisa
hemat untuk uang jajan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan Raisyah (12 Tahun) selaku siswa SMP Negeri 16 Medan
mengatakan bahwa hasil yang didapat dalam pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru ini adalah sistem zonas ini yang mendaftar adaah siswa sekitar

sekolah, yang dimana masuknya siswa tersebut hanya yang berada dilingkungan



terdekat dari sekolah, ditambah lagi dengan teman-temannya yang itu-itu sga
karena saat Sekolah Dasar pun sudah bertemu dan belgar bersama dengan teman-
teman Sekolah Dasar, masa harus bertemu di SMP lagi, inginnya bertemu dengan
teman-teman yang baru karena kan saya siswa baru jadi mau serba baru semua.
Pengaruh dalam pel aksanaan penerimaan peserta didik baru ini seperti saya bilang
tadi kak, teman-temannya yang berada dekat-dekat dengan daerah sekolah,
padahal saat Sekolah Dasar (SD) sudah sering bertemu. Adapun kebaikan dalam
penerapan sistem zonas ini adalah senang ya kak, karena tidak ada biaya untuk
ongkos naik angkot karena jarak rumah dengan sekolah yang dekat, bisa juga
dengan jalan kaki ataupun diantar sama orangtua agar sampai disekolah jadi uang
jgannya bisa hemat untuk ditabung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan Nazla Putri (12 Tahun) selaku siswa SMP Negeri 16 Medan
mengatakan bahwa hasil yang didapat dalam pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru ini adalah sistem zonas ini yang mendaftar adalah siswa sekitar
sekolah, yang dimana masuknya siswa tersebut hanya yang berada dilingkungan
terdekat dari sekolah, ditambah lagi dengan teman-teman yang itu-itu saja dan
prestasinya pun kita udah tau kak karena saat Sekolah Dasar pun sudah bertemu
dan belgar bersama saat Sekolah Dasar, inginnya sih bertemu dengan teman-
teman yang baru. Pengaruh dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini
seperti saya bilang tadi kak, teman-temannya yang berada dekat-dekat dengan
daerah sekolah, padahal saat Sekolah Dasar (SD) sudah sering bertemu. Adapun

kebaikan dalam penerapan sistem zonasi ini adalah terbantu kak, karena tidak ada



biaya untuk ongkos naik angkot karena jarak rumah dengan sekolah yang dekat,
bisa juga dengan jalan kaki untuk sampai disekolah jadi bisa hemat untuk uang
jajan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26
Juni 2019 dengan Ibu Risma Waty, S.H (38 Tahun) selaku orangtua siswa SMP
Negeri 16 Medan mengatakan bahwa hasil yang didapat dalam pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru ini adalah dengan kata lain sistem zonasi ini adalah
masyarakat sekitar, yang dimana masuknya siswa tersebut dilihat dari sistem nilai
Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN). Nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional
(USBN) calon siswa ini ada nilainya yang tinggi dan ada nilainya yang rendah,
jadi akan berpengaruh pada proses belgarnya nanti. Misalnya dari segi prestad,
nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) siswa yang tinggi mampu secara
maksimal untuk mengikuti pelgjaran yang lebih tinggi disekolah, sementara siswa
yang memiliki nila Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) yang tidak
maksimal dan kurang baik, maka pastinya akan kesulitan untuk mengikuti
pembelgaran yang ada disekolah. Pengaruh dalam pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru ini yaitu semakin dekat radius jarak rumah berdasarkan Kartu
Keluarga dengan jarak sekolah akan semakin berpeluang besar untuk diterima
disekolah ini. Dengan kata lain, memudahkan para calon siswa yang mendaftar
untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Adapun kebaikan
dalam penerapan sistem zonas ini adalah sangat bagus karena dengan ini tidak
ada biaya karena jarak rumah dengan sekolah sangat dekat, jadi tidak perlu biaya

yang besar hanya untuk bersekolah yang jauh dari rumah.



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26
Juni 2019 dengan Ibu Zuraida (42 Tahun) selaku orangtua siswa SMP Negeri 16
Medan mengatakan bahwa hasil yang didapat dalam pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru ini adalah dengan sistem zonas ini adalah masyarakat sekitar,
dan masuknya siswa tersebut dilihat juga dari sistem nilai Ujian Sekolah Berbasis
Nasional (USBN). Nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) calon siswa ini
ada nilainya yang tinggi dan ada nilainya yang rendah, jadi akan berpengaruh
pada proses belgjarnya. Misalnya dari segi prestas, nilai Ujian Sekolah Berbasis
Nasional (USBN) siswa yang tinggi mampu secara maksimal untuk mengikuti
pelgaran yang lebih tinggi disekolah, sementara siswa yang memiliki nilai Ujian
Sekolah Berbasis Nasional (USBN) yang tidak maksimal dan kurang baik, maka
pastinya akan kesulitan untuk mengikuti pembelgaran yang ada disekolah.
Pengaruh dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini yaitu semakin
dekat radius jarak rumah berdasarkan Kartu Keluarga dengan jarak sekolah akan
semakin berpeluang besar untuk diterima disekolah ini. Dengan kata lain,
memudahkan para calon siswa yang mendaftar untuk mendapatkan pelayanan
pendidikan yang berkualitas. Adapun kebaikan dalam penerapan sistem zonasi ini
adalah masyarakat sangat bergembira karena dengan kata lain tidak ada biaya
karena jarak rumah dengan sekolah sangat dekat, jadi tidak perlu biaya yang besar
hanya untuk bersekolah yang jauh dari rumah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17
Juni 2019 dengan lbu Sri Wahyuni (39 Tahun) selaku orangtua siswa SMP Negeri

16 Medan mengatakan bahwa hasil yang didapat dalam pelaksanaan penerimaan



peserta didik baru ini adalah dengan kata lain sistem zonasi ini adalah masyarakat
sekitar, yang dimana masuknya siswa tersebut dilihat dari sistem nilai Ujian
Sekolah Berbasis Nasional (USBN). Nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional
(USBN) calon siswa ini ada nilainya yang tinggi dan ada nilainya yang rendah,
jadi akan berpengaruh pada proses belgarnya nanti. Misalnya dari segi prestad,
nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) siswa yang tinggi mampu secara
maksimal untuk mengikuti pelgjaran yang lebih tinggi disekolah, sementara siswa
yang memiliki nila Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) yang tidak
maksimal dan kurang baik, maka pastinya akan kesulitan untuk mengikuti
pembelgaran yang ada disekolah. Pengaruh dalam pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru ini yaitu semakin dekat radius jarak rumah berdasarkan Kartu
Keluarga dengan jarak sekolah akan semakin berpeluang besar untuk diterima
disekolah ini. Dengan kata lain, memudahkan para calon siswa yang mendaftar
untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Adapun kebaikan
dalam penerapan sistem zonas ini adalah sangat membantu karena dengan kata
lain tidak ada biaya karena jarak rumah dengan sekolah yang dekat, jadi tidak
perlu biaya yang besar hanya untuk bersekolah yang jauh dari jarak rumah.
Dengan demikian dapat dismpulkan bahwa hasil yang didapat dalam
pelaksanaan sistem zonas ini adalah yang mendaftar masyarakat sekitar, dimana
masuknya siswa tersebut jika dilihat dari sistem nila Ujian Sekolah Berbasis
Nasional (USBN) tidak akan seimbang antara murid yang memiliki nilai tinggi
dengan murid yang memiliki nilai yang rendah,jadi akan berpengaruh pada proses

belgjarnya kedepan. Pengaruhnya yang lain yaitu teman-temannya yang berada



didekat dengan daerah sekolah, padahal saat Sekolah Dasar (SD) sudah sering
bertemu. Adapun kebaikan dalam penerapan sistem zonas ini adalah sangat
membantu karena dengan kata lain tidak ada biaya karena jarak rumah dengan
sekolah yang dekat, jadi tidak perlu biaya yang besar hanya untuk bersekolah
yang jauh dari jarak rumah.

4.2  Pembahasan Hasl Penelitian

Pada pembahasan ini, hasil wawancara yang ada akan dianalisis dan
menginterprestasikannya dengan konsep atau teori yang telah diuraikan. Adapun
analisis terhadap hasil wawancara yang penulis sgjikan, sebagai berikut :

a. Terlaksananya tujuan dan sasaran Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan

Menurut Wahab (2005:135) merumuskan proses implementas sebagal
tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat atau
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan
yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di SMP Negeri 16 Medan,
bahwa tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan sudah tercapai. Dalam pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak sekolah
melalui Dinas Pendidikan Kota Medan.

Dari hasil analisis penulis, tujuan yang ingin dicapai dari Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 dalam pelaksanaan

penerimaan pesertadidik baru ini sudah tercapai. Hal ini sesuai dengan tujuan dari



Peraturan Menteri tersebut yang menjamin penerimaan peserta didik baru yang
nondiskriminatif, transparan. Maksud dari transparan tersebut bahwa dalam
penerimaan peserta didik baru ini akan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh
masyarakat termasuk orangtua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan yang
terjadi dan maksud dari nondiskriminatif ini adalah bahwa setiap warga negara
yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, asal, agama dan
golongan. Sasaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini sudah
sesuai, yakni siswa tamatan SD/MI. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik
baru ini sudah disosialisasikan kepada orangtua dan sekolah melalui Dinas
Pendidikan Kota Medan.

b. Adanya tindakan yang dilakukan pihak sekolah

Menurut Winarno (2010:21) menjabarkan bahwa kebijakan merupakan
arah tindakan yang mempunyal maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau
sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoa an.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di SMP Negeri 16 Medan,
bahwa prosedur penerimaan peserta didik baru ini menggunakan sistem online
(daring) yang pelaksanaannya diawasi oleh guru-guru SMP Negeri 16 Medan.
Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini masih ada kendala yaitu
siswa dan orangtua siswa masih belum mengerti dengan sistem zonas dan
pendaftaran melalui onlineini.

Dari hasil analisis penulis, bahwa prosedur penerimaan peserta didik baru

ini menggunakan sistem online (daring) yang pelaksanaannya diawas oleh guru-



guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
ini mash ada beberapa kendala yaitu ketidaktahuan siswa dan orangtua siswa
yang belum mengerti dengan sistem zonasi dan belum pahamnya dengan
pendaftaran melalui onlineini.

C. Adanya dukungan sumber daya

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Aulia, 2018:60) keberhasilan
implementas  kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan
sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting
dalam menentukan keberhasilan suatu implementas kebijakan. Setiap tahap
implementas menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai
dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara
apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi
perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di SMP Negeri 16 Medan,
dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah melalui keberadaan tenaga
pendidik masih belum cukup memadai dan masih belum sesuai dengan kualifikas
yang dibutuhkan sekolah. Mangjemen sarana prasarana disekolah ini sudah sesual
dengan Standar Pendidikan Nasional akan tetapi masih belum cukup memadai.
Pihak sekolah juga sudah memberikan layanan yang terbaik dengan harapan
orangtua dan siswa yang mendaftar akan bersedia memasukkan anaknya
kesekolah ini.

Dari hasil analisis penulis, bahwa dukungan sumber daya yang diberikan

pemerintah melalui keberadaan tenaga pendidik masih belum cukup memadai dan



perlu ditambah dengan standar kompetens guru yang maksimal. Manajemen
sarana prasarana disekolah ini sudah sesuai dengan Standar Pendidikan Nasiona
yakni adanya perpustakaan sekolah, laboratorium komputer dan adanya
laboratorium IPA, akan tetapi masih belum cukup memadai. Pihak sekolah juga
sudah memberikan layanan yang terbaik dengan harapan orangtua dan siswa yang
mendaftar akan bersedia memasukkan anaknya kesekolah ini.

d. Adanya hasil atau dampak bagi masyar akat

Menurut Jones dalam Mulyadi (2016:45) implementasi adalah proses
mewujudkan program hingga memperlihatkan hasiinya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di SMP Negeri 16 Medan,
hasil yang didapat dalam pelaksanaan sistem zonas ini adalah yang mendaftar
masyarakat sekitar, dimana masuknya siswa tersebut jika dilihat dari sistem nilai
Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) tidak akan seimbang antara murid yang
memiliki nilai tinggi dengan murid yang memiliki nilai yang rendah,jadi akan
berpengaruh pada proses belgjarnya kedepan. Pengaruhnya yang lain yaitu teman-
temannya yang berada didekat dengan daerah sekolah, padahal saat Sekolah Dasar
(SD) sudah sering bertemu. Adapun kebaikan dalam penerapan sistem zonasi ini
adalah sangat membantu karena dengan kata lain tidak ada biaya karena jarak
rumah dengan sekolah yang dekat, jadi tidak perlu biaya yang besar hanya untuk
bersekolah yang jauh dari jarak rumah.

Dari hasil analisis penulis, hasl yang didapat dalam pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru ini adalah siswa sekitar yang jarak rumahnya

mendekati radius sekolah yang tentunya memiliki nilai yang berbeda dan prestas



yang berbeda pula. Pengaruh dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
ini sendiri yaitu murid-murid yang diterima hanya dari lingukngan terdekat
sekolah sgja. Adapula kebaikan dalam sistem zonas ini adalah sangat membantu
masyarakat karena dengan kata lain tidak ada biaya, karena jarak rumah dengan
sekolah yang dekat jadi tidak perlu biaya yang besar hanya untuk bersekolah yang

jauh dari jarak rumah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Smpulan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis melengkapi dalam
penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan meyimpulkan pokok-pokok
permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin berguna
bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan maka beberapa kesimpulan
dalam penelitian ini yaitu :

1) Tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri dan
Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru
sudah tercapai dan pelaksanaannya pun sudah melaui sosialisasi dari
Dinas Pendidikan Kota Medan.

2) Tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengimplementasikan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 ini
menggunakan sistem online (daring) yang pelaksanaannya diawas oleh
guru-guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru ini masih ada beberapa kendala yaitu ketidaktahuan siswa dan
orangtua siswa yang belum mengerti dengan sistem zonasi dan belum
pahamnya dengan pendaftaran melaui online ini.

3) Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah melalui
keberadaan tenaga pendidik masih belum memadai dan masih ada yang
belum sesuai dengan kualifikas yang dibutuhkan sekolah. Manajemen

sarana prasarana sudah terpenuhi dan sesuai dengan Standar Pendidikan



4)

Nasional akan tetapi belum maksma. Faktor lain yang membuat
masyarakat mempunyali keinginan untuk mendaftarkan peserta didik
kesekolah ini tentunya karena pihak sekolah sudah memberikan pelayanan
terbaik, melalui prestas akademik dan nonakademik.

Adanya hasil atau dampak bagi masyarakat yaitu sistem zonasi ini adalah
masyarakat sekitar dimana dalam pendaftaran tersebut adalah siswa dalam
lingkungan radius jarak rumah terdekat dengan sekolah tidak sepenuhnya
memiliki nilai yang baik, dan ini akan mempengaruhi cara belgarnya
kedepan. Akan tetapi, dengan sistem zonas ini masyarakat khususnya
orangtua siswa merasakan adanya kebaikan dalam penergpan sistem
zonas ini yaitu tidak ada biaya besar yang harus dikeluarkan karena jarak

antara sekolah dengan jarak rumah sangat dekat.

5.2 Saran

1)

2)

3)

Dalam Implementasi Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan
Nomor 14 Tahun 2018 di Sekolah Menengah Pertama 16 Medan, sekolah
hendaknya lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya
orangtua siswa tentang tatacara pendaftaran online dan sistem zonas pada
penerimaan peserta didik baru ini.

Sekolah hendaknya lebih meningkatkan lagi keterlibatan guru-guru dalam
mengel ola perpustakaan agar para siswa yang ingin meminjam buku tidak
lagi kesulitan dalam mencari buku yang ingin dipinjam.

Seharusnya Sekolah harus membuat tindakan agar terpenuhinya tenaga

pendidik dan terpenuhinya sarana prasarana untuk menunjang proses



belgar menggjar. Selain itu, kerjasama dengan pihak terkait agar lebih
diintensifkan sehingga sekolah bisa mendapatkan bantuan dana dari
perusahaan atau lembaga selain pemerintah.

4) Sekolah hendaknya lebih meningkatkan lagi kinerja guru agar hasil yang
diperoleh sesua dengan yang diharapkan, yaitu murid-murid yang

terdaftar agar memperoleh hasil belgjar setinggi-tingginya.
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